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ABSTRAK 
 
VIVI NUR ELVIA MARGARITA. NIM: 13.12.11.027. Implementasi Kinerja 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Dalam 
Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik.  Skripsi : Jurusan Komunikasi 
Dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta, 2017. 
       Humas merupakan bagian yang penting dari sebuah organisasi guna 
mempublikasikan semua kegiatan-kegiatan dan program kerja yang akan 
dilaksanakan kepada publik atau masyarakat. Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan 
masyarakat, harus peka dengan kondisi saat ini, kinerja yang optimal harus sering 
dievaluasi untuk mewujudkan pelayanan informasi yang berkualitas. Peneliti 
menemukan beberapa fakta di lapangan bahwa kegiatan kehumasan mengenai 
pelayanan informasi publik yang dilaksanakan Bagian Humas Sekretariat Daerah  
Kabupaten Wonogiri kurang optimal dan terdapat kendala. Oleh karena itu, 
penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi kinerja yang dilakukan 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan 
pelayanan informasi publik, yaitu mempublikasikan kegiatan-kegiatan pemerintah 
kepada masyarakat. 
 
       Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Subyek 
penelitian terdiri dari beberapa informan yaitu Kabag Humas, Kasubbag Protokol, 
Kasubbag Hubungan Media, Kasubbag Pemberitaan dan Dokumentasi dan Staf. 
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan dianalisis 
melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menjamin 
keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi data. 
 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari seluruh kegiatan kehumasan 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dapat disimpulkan 
pelayanan informasi publik meningkat. Hal ini dilihat dari kegiatan kehumasan di 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri antara lain: Kegiatan 
Human Relations, Hubungan internal melalui meeting, surat dinas, dan Grup 
WhatsApp, hubungan eksternal melalui baliho, Spanduk, radio, Website Bagian 
Humas, Layanan Masyarakat melalui SMS “Halo Mas Jekek”, Twitter, dan 
Majalah Gema. Kegiatan Media Relations yang dilakukan yaitu press release, 
media gathering, dan press tour. Kegiatan Public Speaking melalui keprotokolan, 
pengaturan tata tempat, tata upacara, MC acara resmi. Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri kedepannya harus lebih baik lagi, terutama dalam 
meningkatkan profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan 
informasi dalam tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola 
pemerintahan yang baik.  
 
Kata Kunci: Implementasi Kinerja, Humas, Pelayanan Informasi Publik 
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ABSTRACT 
 
VIVI NUR ELVIA MARGARITA. NIM: 13.12.11.027. Implementation of 
Performance of Public Relations Division of district Secretariat of Wonogiri 
in Improving Public Information Service. Thesis : Majoring in 
Communication and Broadcasting Islam of Ushuluddin Faculty and Da’wah 
Islamic Religious Institute of Surakarta, 2017. 
       Public Relations is an important part of organization to publish all activities 
and work programs that will be implemented to the public. Public Relations 
Division of district Secretariat of Wonogiri as a communication bridge between 
government and society, should be sensitive to the current conditions, optimal 
performance should often be evaluated to realize quality information service. 
Researchers found some facts in the field that Public Relations Relations Division 
of district Secretariat of Wonogiri activities on public information services carried 
out Public Relations Relations Division of district Secretariat of Wonogiri is less 
than optimal and there are obstacles. Therefore, the authors are interested to 
examine how the implementation of performance made Public Relations 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri in improving public information services, 
which publishes government activities to the public.  
       The research method used is descriptive qualitative. The subject of research 
consisted of several informants is Kabag Humas, Kasubbag Protokol, Kasubbag 
Hubungan Media, Kasubbag Pemberitaan dan Dokumentasi and Staff. Data 
collection using interview method, observation, and documentation. The collected 
data is then presented in narrative form and analyzed by data reduction, data 
display, and drawing conclusions. To ensure the validity of this research data 
using data triangulation techniques.  
       The results of study indicate that all Public Relations Division of district 
Secretariat of Wonogiri activities are : Human Relations activities, internal 
relationships through official letter, meetings, and WhatsApp Groups. External 
relations through billboards, banners, radio, website, community service via SMS 
“Halo Mas Jekek”, twitter, and Gema magazines. Media Relations activities 
conducted are press release, media gathering and press tour. Public Speaking 
activities through protocol, arrangement of venue, ceremony, MC formal event. 
Public Relations Division of district Secretariat of Wonogiri in the future should 
be even better, especially in improving the public relations professionalism as the 
spearhead of information management in good public relations governance as part 
of good governance. 
 
Keywords : Performance Implementation, Public Relations, Public  
Information Service. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
       Lembaga pemerintah sebagai lembaga yang akan selalu berhubungan 
dengan masyarakat tentu membutuhkan bantuan dari masyarakat dalam 
berbagai macam kegiatan untuk menunjang keberhasilan lembaga tersebut, 
sebaliknya juga masyarakat tentu akan sangat membutuhkan pemerintah 
sebagai pengelola kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Oleh 
karena ada kepentingan yang saling membutuhkan tersebut maka 
hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat harus selalu 
terjalin dan dijaga oleh keduanya. Pemerintah harus mengetahui keinginan 
rakyat dan sebaliknya rakyat juga perlu mendukung dan membantu 
kebijakan dan tugas pemerintah yang bertujuan mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur (Eriyus, Skripsi, 2015: 1). 
       Meningkatnya kecerdasan masyarakat sebagai salah satu akibat 
berhasilnya pembangunan yang dilaksankan oleh pemerintah, telah 
meningkat pula sikap kritis masyarakat. Sikap itu menggejala antara lain 
dengan makin tumbuhnya keinginan masyarakat untuk mengetahui 
berbagai data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan (Widjaja, 1993:127). 
       Ruslan (2016:343) berpendapat bahwa keberadaan unit kehumasan 
disebuah lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan sebuah 
keharusan fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan
2 
 
 
 
maupun untuk mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas 
instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke 
dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya.  
       Bagian Humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk 
mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. 
Memberikan informasi secara teratur mengenai kebijakan-kebijakan, 
rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberikan 
pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan 
dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. 
Selain keluar, humas pemerintahan juga harus memungkinkan untuk 
memberi masukan dan saran bagi pejabat tentang segala informasi yang 
diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan 
institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, atau yang 
sedang diusulkan (Kusumastuti, 2002:37). 
       Sebagaimana instansi pemerintahan yang lainnya, Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri juga memiliki bagian Humas yang bertugas 
melakukan pemberitaan, peliputan, dan pengorganisasian kegiatan 
protokoler. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri berada di bawah Asisten 
III (Asisten Administrasi) Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri yang 
membawahi: Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Pemberitaan, dan Sub 
Bagian Publikasi dan Dokumentasi.  
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       Masing-masing bagian memberikan jenis pelayanan yang berbeda. 
Namun secara keseluruhan jasa pelayanan yang disediakan oleh bagian 
Humas seperti yang dituliskan dalam website 
www.humas.wonogirikab.go.id  adalah sebagai berikut: 
1. Jasa pelayanan dokumentasi antara lain penggandaan CD, shooting, 
dan foto. 
2. Pengaturan acara Pelaksanaan Pemerintah Daerah. 
3. Pengaturan dan Penerimaan Tamu Daerah. 
4. Jasa Pembawa Acara/MC pada Acara Kedinasan. 
5. Pelayanan Informasi melalui Mobil Unit Siaran Keliling. 
6. Pelayanan Informasi melalui pemanfaatan media Informasi di 
Website. 
7. Penyediaan Data dan Informasi untuk wartawan. 
 
       Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas sudah diatur 
berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2008 tentang 
penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri, semua sudah diatur dalam Peraturan Bupati tersebut. 
       Berdasarkan Sub Bagian yang telah dibentuk, masing-masing Sub 
Bagian mewakili kegiatan Humas atau Public Relations. Antara lain : Sub 
Bagian Protokol mewakili kegiatan Public Speaking yang bertugas 
mengatur acara Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Pengaturan dan 
Penerimaan Tamu Daerah dan MC, Sub Bagian Hubungan media, Sub 
Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan mewakili Kegiatan Media 
Relations. Kemudian dalam menjalankan Tupoksinya, Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri melakukan Human Relations atau 
hubungan sesama manusia. Artinya dalam melaksanan Tupoksi Humas, 
pegawai Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri harus saling 
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berkoordinasi dengan sesama pegawai, atasan maupun dengan SKPD di 
Wonogiri agar tugas yang diberikan terlaksana dengan maksimal, terutama 
dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri harus memberikan pelayanan mengenai 
informasi-informasi kebijakan maupun program-program pemerintah yang 
sedang atau akan dijalankan.  
       Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam 
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan 
Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan 
publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 1 ayat 2 yang 
berbunyi: 
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan 
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai 
dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. 
 
       Lahirnya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 
informasi publik secara tegas menyatakan bahwa keterbukaan informasi 
publik merupakan sarana dalam mengikutsertakan partisipasi publik untuk 
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan birokrasi 
serta segala sesuatu yang berakibat dalam kepentingan publik.  
       Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai 
jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, harus peka 
dengan kondisi saat ini, kinerja yang optimal harus sering dievaluasi untuk 
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mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Seperti halnya Kementrian 
Komunikasi dan Informatika RI pada PPID (Pejabat Pengelola Informasi 
dan Komunikasi) yang mengeluarkan Maklumat Pelayanan Informasi 
Publik yang dilansir dalam http:// ppid.kominfo.go.id/standar-layanan-ip. 
(diakses pada 17 Maret 2017). 
     Kami Berupaya Memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan 
sungguh-sungguh untuk dapat: 
1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu; 
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik di 
bidang komunikasi dan informatika yang diperlukan dengan murah 
dan sederhana; 
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar 
dan tidak menyesatkan; 
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan; 
5. Menjamin Penggunaan seluruh informasi Publik dan fasilitas 
pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku; 
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik; 
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas 
informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui 
media; 
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap 
melayani; 
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana; 
 
       Dalam pemenuhan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan 
oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri harus 
berjalan baik sesuai dengan Maklumat Pelayanan Informasi Publik dan 
Tupoksi Bagian Humas agar mengalami peningkatan. 
       Berhasil atau tidaknya kinerja Humas berkaca pada dinamika 
masyarakat yang terus bergerak dan bagaimana keberadaan pemerintah di 
tengah-tengah masyarakat itu ada. Tetapi peningkatan yang lebih menonjol 
yaitu pada sisi anggaran atau pendanaan di setiap tahunnya. Seperti yang 
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dikatakan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Wonogiri yang mengatakan “Kalau nominalnya di tahun 2015 Rp. 410 
juta, terus 2016 naik Rp. 860 juta, dan pada tahun 2017 Rp. 1,4 M. ”. 
Ujarnya. Sedangkan pada hasil temuan di lapangan, fasilitas-fasilitas 
terutama yang menunjang pendokumentasian sebenarnya sudah layak 
untuk diganti. Kasus tersebut tidak sebanding dengan peningkatan 
anggaran yang setiap tahunnya meningkat, sedangkan fasilitas-fasilitas 
yang ada kurang menunjang untuk kinerja Sub Bagian Pemberitaan dan 
Dokumentasi.  
       Selain itu, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
mendapatkan sejumlah penghargaan dalam ajang kehumasan. Pada tahun 
2015 Bagian Humas Pemerintah Wonogiri ikut serta dalam ajang penilaian 
Pemimpin Humas Inspiratif tingkat Nasional yang diikuti oleh Pemerintah 
Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diselenggarakan 
oleh Serikat Pekerja Pers dan Dewan Pers Nasional di Jakarta. Humas 
Pemerintah Wonogiri menerima Penganugerahan Nominator (Nominee 
Humas Inspirasional) nominasi peringkat 4 Nasional Pemimpin 
Inspirasional bagi Reputasi Kejayaan Bangsa dalam The 1st Indonesia 
Government Public Relations Awards and Summit (INGPRAS). 
       Kemudian pada bulan November 2015 di Surabaya, Humas 
Pemerintah Wonogiri kembali mendapatkan nominasi peringkat 4 Tingkat 
Nasional dalam Anugerah Media Humas (AMH) untuk kategori Laporan 
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Kinerja Humas 2014 yang diselenggarakan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia. 
       Penghargaan tersebut memberikan indikator bahwa Humas 
Pemerintah Wonogiri termasuk humas yang kreatif inovatif dan ada 
pembaharuan (inspiratif) dalam unit kerja, diantaranya aktivitas yang 
dilakukan adalah pembuatan aduan masyarakat melalui media sosial, 
media cetak dan datang langsung atau secara tertulis (masukkan kritik dan 
saran) sehingga kinerja dilakukan dengan cara yang inovatif dengan hasil 
yang luar biasa, lebih efektif dan efisien, serta capaian hasil kerja selama 1 
tahun anggaran tercapai dengan baik. 
       Akan tetapi realitas di lapangan berbeda dengan indikator pada 
penghargaan yang sudah diperoleh, yakni ditemukan lambatnya respon 
aduan masyarakat oleh Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. 
Seperti yang dilansir pada website Humas  www.wonogirikab.go.id/v1  
(diakses pada 3 Februari 2017) yaitu: 
      “19 Mei 2016- 13.27 WIB..  
Resend.. Mohon maaf team Humas, terpaksa saya ulang surat saya ini, 
mengingat sampai dengan saat ini belum ada tanggapan, dari humas 
maupun dinas terkait. 24 November 2015- 10:21:15 WIB Yth. Bp 
Bupati Wonogiri melalui jajarannya di bidang sosial. Perkenalkan saya 
Didi Giri S. SE, tinggal di Jakarta, asal dari Kecamatan Wuryantoro. 
Saat ini saya sedang berusaha membantu masyarakat di Wuryantoro 
khususnya kelurahan Mlopoharjo untuk memberikan arahan dan 
informasi terkait BLT. Melihat kondisi dan kenyataan warga di 
kelurahan Mlopoharjo, semestinya banyak yang mendapatkan bantuan 
BLT ini, tetapi setelah saya tanyakan ke masyarakat langsusng yang 
semestinya berhak mendapatkan, mereka belum pernah menerima. 
Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai berikut: 1. Data penerima 
BLT kel. Mlopoharjo, kec. Wuryantoro yang sudah ada , akan saya 
gunakan untuk cross check ke masyarakat. 2. Kriteria penerima BLT 
seperti apa. 3. Laporan pertanggungjawaban penyerahan BLT, untuk 
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keperluan cross check ke masyarakat. Besar harapan kami, Bapak 
Bupati melalui jajarannya dapat memberikan data-data tersebut, untuk 
selanjutnya akan kami diskusikan bersamateman-teman pemerhati 
masalah ini, khususnya kelurahan Mlopoharjo, dan kemungkinan se-
Kecamatan Wuryantoro. Ironisnya program bantuan BLT ini 
kebanyakan warga tidak tahu, sementara mereka sangat membutuhkan. 
Saya akan mencoba menjembatani warga masyarakat dengan 
pemerintah terkait”.  
 
       Kemudian pada website resmi http://humas.wonogirikab.go.id/v2/   
(diakses pada 3 Februari 2017), pada bagian laporan kinerja di 
permohonan informasi jumlah permohonan hanya terdapat 8 pemohon, 
jumlah download 72, selesai 6. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya 
sosialisasi Humas kepada masyarakat tentang keberadaan website 
pemerintah yang mengijinkan permohonan informasi kepada masyarakat, 
artinya masyarakat diperbolehkan meminta data atau informasi apapun 
mengenai kebijakan pemerintah di Wonogiri melalui website tersebut.  
       Pada kolom daftar informasi publik yang berisi tentang berita kegiatan 
atau laporan program kerja yang diunggah jeda selang waktu tergolong 
cukup lama, semisal berita di posting tanggal 1 Februari 2017 yang 
berjudul “Wonogiri Terbaik Dalam Manajemen Sistem Transportasi 
Perkotaan” kemudian berita selanjutnya berita baru diposting pada tanggal 
8 Februari 2017 dengan judul “Kabupaten Wonogiri Raih Predikat CC 
Evaluasi AKIP 2016”. Pemanfaatan sarana, media atau area komunikasi 
tersebut harus menjadi perhatian bagian atau petugas humas. Petugas atau 
Bagian Humas di sini merupakan dinamisator atau pendorong bagi publik 
untuk memanfaatkan sarana atau media komunikasi secara efektif. Bagian 
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atau petugas Humas haruslah membudayakan timbulnya komunikasi dua 
arah (Kusumastuti, 2002:15).  
       Pendapat yang dikemukakan oleh Kusumastuti (2002:15) tersebut 
merupakan salah satu kegiatan Humas yaitu Media Relations. Media 
relations berkenaan dengan media komunikasi. Media komunikasi ini 
diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien dalam 
berkomunikasi dengan publik. Agar komunikasi dengan publik tersebut 
bisa terpelihara, maka segala kepentingan media massa terhadap organisasi 
harus direspons organisasi. Tujuannya adalah untuk keberhasilan program. 
(Iriantara, 2008:29). 
       Lalu dalam peningkatan atau kegiatan program kehumasan yang 
dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri pada setiap tahunnya hampir sama 
dan bersifat statis saja, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri hanya mengalami peningkatan lebih pada anggarannya saja, hal 
tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas SETDA 
Kabupaten Wonogiri Haryanto. Artinya sumber daya manusia di Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri kurang inovasi dan tingkat 
kreativitas dalam memunculkan ide-ide baru untuk kegiatan pelayanan 
informasi atau untuk mendukung kegiatan pemerintahan di Wonogiri 
masih kurang yang tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika RI pada PPID 
(Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi) sebagai payung hukum 
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atau landasan kehumasan dalam pelayanan dan keterbukaan informasi 
publik, selain faktor tersebut terbatasnya jumlah SDM yang bertugas di 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri juga 
mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.  
       Pada kasus di atas seperti surat An Nisa ayat 58 yang membahas 
tentang kewajiban memberikan amanat kepada yang berhak. 
 
 
 
A
r
tinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan  amanat  
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat”. 
 
       Ayat di atas membahas mengenai dasar-dasar pemerintahan, Artinya 
Humas sebagai sarana menjembatani antara pemerintah dan masyarakat 
harus bekerja dengan baik salah satunya mempublikasikan kegiatan-
kegiatan kepada masyarakat, serta membina hubungan harmonis dengan 
masyarkat melalui aspirasi, saran maupun kritikan untuk membangun 
pemerintahan yang lebih baik.  
       Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan yang ada mengenai kinerja Humas melalui kegiatan-
kegiatan Humas di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
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dengan judul “Implementasi Kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik”. 
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B. Identifikasi Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Lambatnya respon aduan masyarakat dari Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri. 
2. Kurangnya sosialisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri kepada masyarakat tentang keberadaan website resmi 
Humas Pemerintah yang mengijinkan permohonan informasi kepada 
masyarakat. 
3. Fasilitas-fasilitas yang menunjang pendokumentasian sudah layak 
untuk diganti. 
4. Minimnya inovasi dan kreativitas kegiatan pelayanan informasi publik 
yang disebabkan terbatasnya jumlah SDM yang bertugas di Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
5. Belum optimalnya implementasi kinerja Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri. 
 
C. Batasan Masalah 
       Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada 
Implementasi Kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri. 
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D. Rumusan Masalah 
       Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
Implementasi Kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik? 
 
E. Tujuan Penelitian 
       Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan kehumasan di Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik. 
 
F. Manfaat Penelitian    
     Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat yang positif baik 
dari segi teoritis maupun praktis, yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
       Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang 
implementasi kinerja Humas melalui teori human relations, media 
relations dan public speaking.  
2. Manfaat Praktis 
       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam 
meningkatkan pelayanan informasi publik.  
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BAB II 
KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Konsep Humas 
a. Pengertian Humas 
       Definisi Humas yang diambil dari The British Institute of 
Public Relations dalam Ruslan (2016:15), berbunyi: 
1) “Public Relations activity is management of communications 
between an organization and its publics” 
(Aktivitas Public Relations adalah mengelola komunikasi 
antara organisasi dan publiknya) 
2) “Public Relations practice is deliberate, planned and sustain  
effort to establish and maintain mutual understanding 
between an organization and its publics” 
(Praktik Public Relations adalah memikirkan, merencanakan 
dan mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga 
saling pengertian antara organisasi dan publiknya) 
      Harlow dalam Ruslan (2016:16), menyatakan bahwa definisi 
dari public relations adalah:  
Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas dan 
mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara 
organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas 
komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama; 
melibatkan manajemen dalam menghadapi 
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Persoalan atau permasalahan, membantu manajemen untuk 
mampu menanggapi opini; mendukung manajemen dalam 
mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; 
bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi 
kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi 
yang sehat dan etis sebagai sarana utama (Ruslan, 2016:16). 
 
Widjaja (1993:63), menuliskan teori kehumasan pemerintah 
bahwa adanya unit kehumasan pada setiap instansi pemerintah 
merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka 
penyebaran tentang aktivitas instansi tersebut baik ke dalam 
maupun ke luar yaitu kepada masyarakat pada umumnya. 
Humas merupakan suatu alat untuk memperlancar jalannya 
interaksi serta informasi melalui pers, radio, televisi, dan 
media lainnya. 
 
       Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas hubungan 
masyarakat (Humas) yang terdapat di instansi pemerintah dengan 
non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur 
komersial walaupun humas pemerintah juga melakukan hal yang 
sama dengan kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Humas 
pemerintah lebih menekankan pada public service atau demi 
meningkatkan pelayanan umum.  
       Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah 
dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai 
kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu secara aktivitas 
dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban 
kepemerintahannya. 
b. Karakteristik Humas 
1) Adanya Upaya Komunikasi yang Bersifat Dua Arah 
15 
 
 
 
       Hakikat Humas adalah komunikasi. Namun, tidak semua 
komunikasi dapat dikatakan humas. Komunikasi yang 
menjadi ciri kehumasahan adalah komunikasi dua arah yang 
memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. 
Komunikasi timbal balik dalam praktik kehumasan buka 
berarti komunikasi yang harus bersifat langsung, 
melainkan bersifat tertunda (delayed). Oleh karena itu, 
setiap upaya yang memungkinkan terjadinya arus timbal 
balik dapat disebut sebagai komunikasi kehumasan. 
Upaya-upaya tersebut misalnya dengan menyediakan 
sarana atau media komunikasi seperti kotak surat, buletin 
atau media internal (IngGriya), suatu forum atau 
pertemuan yang diformat untuk terjadinya dialog semisal 
program orientasi bagi karyawan baru, rapat, pertemuan 
dan forum bebas (Kusumastuti, 2002:15). 
 
2) Sifatnya yang Terencana 
       Humas adalah suatu kerja manajemen atau fungsi 
manajemen. Oleh karena itu, kerja humas haruslah 
menerapkan prinsip-prinsip manajemen, supaya hasil 
kerjanya dapat diukur. 
Banyak kalangan bahwa hasil kerja humas bersifat 
intangible (abstrak) sehingga orang sulit mempercayai 
bahwa humas bermanfaat bagi organisasi atau 
lembaganya, sebab tidak diketahui apa hasil kontribusi. 
Anggapan ini dikarenakan karena kesalahan penerapan 
humas itu sendiri. Penerapan humas cenderung tidak 
terintegrasi dengan bagian yang lain, bahkan sering pula 
tidak terencana dengan baik berdasarkan kebutuhan dan 
kondisi yang sebenarnya (sesuai fakta). Humas dianggap 
mampu sebagai “tukang sihir” yang dapat seketika 
membuat hitam menjadi putih. Padahal humas tidak beda 
dengan fungsi manajemen yang lain, yang memerlukan 
fact finding, perencanaan, pengorganisasian, aksi dan 
evaluasi. Artinya aktivitas humas perlu direncanakan, 
dirumuskan tujuannya, dan ditentukan ukuran 
keberhasilannya (Kusumastuti, 2002:16). 
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3) Berorientasi pada Organisasi atau Lembaga 
       Syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman 
yang tinggi terhadap visi, misi, dam budaya organisasi atau 
lembaga. Visi, misi dan budaya organisasi atau lembaga 
inilah yang menjadi materi utama humas, sehingga dapat 
mencapai tujuan humas dan mendukung tujuan manajemen 
lainnya. 
4) Sasarannya adalah Publik. 
Sasaran humas adalah publik, yakni suatu kelompok 
dalam masyarakat yang memiliki karakteristik 
kepentingan yang sama. Jadi, sasaran humas bukanlah 
perorangan. Hal itu perlu disampaikan sebab masih ada 
orang yang mengistilahkan PR sebagai personal relations. 
Terjemahan public relations menjadi hubungan 
masyarakat juga harus dibedakan dengan pengertian 
masyarakat sebagai “society” cara yang mudah untuk 
membedakannya adalah terletak pada adanya “interest” 
(Kusumastuti, 2002:16). 
 
       Dalam praktik publik ini dikelompokkan menjadi dua, 
yakni publik internal dan publik eksternal. Publik internal 
merupakan publik karyawan, yakni mereka yang bekerja 
dalam organisasi atau lembaga dengan karakteristik 
kepentingan berupa kesejahteraan (penghasilan), promosi 
jabatan atau penghargaan publik berupa saham yang memiliki 
karakteristik kepentingan investasi yang aman, terjaganya 
aset, publik pengelola, yang memiliki kepnetingan terhadap 
peningkatan kinerja organisasi atau lembaga. 
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       Publik eksternal, masing-masing organisasi atau lembaga 
biasanya memiliki publik eksternal yang berbeda. Namun, 
pada prinsipnya publik ini berada di luar organisasi atau 
lembaga. Publik eksternal misalnya komunitas lokal 
(tetangga) yang memiliki karakteristik kepentingan, rasa 
aman, rasa bangga, keindahan dan kesehatan lingkungan, 
kesempatan kerja, penambahan penghasilan; publik pers yang 
memiliki kepentingan terhadap peristiwa-peristiwa yang 
memiliki nilai berita dan sumber-sumber berita; publik 
pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap mitra 
pengelola sumber daya alam dan lingkungan, pemasukan 
pajak, penyerapan tenaga kerja. 
c. Fungsi Humas 
       Menurut Edward L. Bernay dalam Ruslan (2016:18), 
terdapat 3 fungsi utama Humas, yaitu: 
1) Memberikan penerangan kepada masyarakat. 
2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan 
masyarakat secara langsung. 
3) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan 
suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan 
perbutan masyarakat atau sebaliknya. 
       Menurut Millet dalam  Ruslan (2016:341-342), artinya 
humas dalam dinas instansi atau lembaga kepemerintahan 
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terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya, 
yaitu sebagai berikut: 
1) Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-
keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat 
(learning about public desires and aspiration). 
2) Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk 
menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh lembaga 
pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak 
publiknya (advising the public about what is should 
desire). 
3) Kemapuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan 
memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik 
dengan para aparat pemerintahan  (ensuring satisfactory 
contact between public and government official).  
4) Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang 
telah diupayakan oleh suatu lembaga pemerintahan yang 
bersangkutan (informing and about what an agency is 
doing).  
       Ruslan (2016:343-344) menuliskan fungsi pokok Humas 
pemerintah Indonesiapada dasarnya antara lain sebagai 
berikut: 
1) Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja 
pemerintah yang diwakilinya, 
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2) Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan 
atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga 
program-program kerja secara nasional kepada 
masyarakat. 
3) Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator 
yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi 
pemerintah di satu pihak,dan menampung aspirasi, serta 
memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain 
pihak. 
4) Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif 
dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan 
politik pembangunan nasional, baik jangka pendek 
maupun jangka panjang. 
d. Peranan Petugas Humas 
       Menurut Kusumastuti (2002:24-25), Peranan petugas 
humas dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni peranan 
managerial (communication manager role) dan peranan 
teknis (communication technician role). Peran managerial 
dikenal dengan peranan di tingkat messo (manajemen) dapat 
diuraikan menjadi 3 peranan, yaitu sebagai berikut: 
1) Expert Preciber Communication 
       Petugas PR dianggap sebagai orang yang ahli. Dia 
menasehati pimpinan perusahaan atau organisasi. 
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Hubungan mereka diibaratkan seperti hubungan dokter 
dan pasien. 
2) Problem Solving Process Facilitator 
       Yakni peranan sebagai fasilitator dalam proses 
pemecahan masalah. Pada peranan ini petugas humas 
melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen 
(krisis). Dia menjadi anggota tim, bahkan bila 
memungkinkan menjadi leader dalam penanganan krisis 
manajemen.  
3) Communication Facilitator 
       Peranan petugas humas sebagai fasilitator 
komunikasi antara perusahaan atau organisasi atau 
publik. Baik dengan publik internal maupun eksternal. 
Istilah yang paling umum adalah sebagai jembatan 
komunikasi antara publik dengan perusahaan. Sebagai 
media atau penengah bila terjadi misscommunication. 
4) Technian Communication 
       Disini petugas humas dianggap sebagai pelaksana 
teknis komunikasi. Dia menyediakan layanan di bidang 
teknis, sementara kebijakan dan keputusan teknik 
komunikasi mana yang akan digunakan bukan 
merupakan keputusan petugas humas, melainkan 
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keputusan manajemen dan petugas yang 
melaksanakannya. 
e. Tugas Humas 
       Ada tiga tugas humas dalam organisasi atau lembaga 
yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi humas. 
Ketiga tugas tersebut adalah sebagai berikut (Kusumastuti, 
2002:25-26): 
1) Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi 
kecenderungan perilaku publik, kemudian 
direkomendasikan kepada menejemen untuk 
merumuskan kebijakan organisasi atau lembaga.  
Kecenderungan perilaku publik diklasifikasikan dengan 
baik oleh Frank Jeffkins menjadi 4 situasi atau kondisi 
kecenderungan publik yang dihadapi oleh humas, yakni 
tidak tahu, apatis, prasangka dan memusuhi. Mengacu 
pada klasifikasi publik yang tidak tahu menjadi tahu, 
yang apatis menjadi peduli, yang prasangka menjadi 
menerima, dan yang memusuhi menjadi simpati. Tugas 
ini melekat dengan kemampuan praktisi humas 
mengamati dan meneliti perilaku berdasarkan kajian 
ilmu-ilmu sosial. 
2) Mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga 
dengan kepentingan publik. 
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       Kepentingan organisasi atau lembaga dapat jadi jauh 
berbeda dengan kepentingan publik dan sebaliknya, 
namun dapat juga kepentingan ini sedikit berbeda bahkan 
dapat juga kepentingan sama. Dalam kondisi yang 
manapun, tugas humas adalah mempertemukan 
kepentingan ini menjadi saling dimengerti, dipahami, 
dihormati, dan dilaksanakan. Bila kepentingan berbeda, 
maka humas dapat bertugas untuk menghubungkannya. 
3) Mengevaluasi program-program organisasi atau 
lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik. 
       Tugas mengevaluasi program manajemen ini 
mensyaratkan kedudukan dan wewenang humas yang 
tinggi dan luas. Karena tugas ini dapat berarti humas 
memiliki wewenang untuk memberi nasihat apakah suatu 
program sebaiknya diteruskan ataukah ditunda ataukah 
dihentikan. Di sini humas bertugas untuk senantiasa 
memonitor semua program. 
f. Kegiatan Humas 
      Menurut Kusumastuti (2002:27) kegiatan merupakan 
implementasi dari tugas. Dengan demikian, kegiatan humas 
sebenarnya adalah implementasi dari tugas humas untuk 
mencapai tujuan humas dan menjalankan fungsi dan 
perannya secara menyeluruh. 
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Kegiatan humas pada hakikatnya adalah kegiatan 
berkomunikasi dengan berbagai macam simbol 
komunikasi, verbal maupun nonverbal. Kegiatan 
komunikasi verbal, sebagian besar adalah pekerjaan mulai 
dari menulis proposal, artikel, progress report, menulis 
untuk presentasi, menulis untuk pers (press release), 
membuat rekomendasi, dan sebagainya. Sedangkan verbal 
lisan antara lain jumpa pers, guest guide or open house, 
announcer, presenter, desk informations. Kegiatan 
komunikasi nonverbal meliputi penyelenggaraan pameran, 
seminar, special event, riset atau penelitian, pers kliping 
(Kusumastuti, 2002:27). 
 
       Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan humas, antara 
lain: 
f.1. Human Relations 
1) Pengertian Human Relations 
       Tidaklah mudah untuk mencari sebuah perkataan 
dalam sebuah bahsa Indonesia yang benar-benar tepat 
sebagai terjemahan dari istilah human relations. Ada 
yang menerjemahkannya menjadi “hubungan 
manusia”, dan ada pula yang mengalih bahasakannya 
menjadi “hubungan antar manusia”. 
       Secara harfiah terjemahan tersebut mungkin tidak 
salah, tetapi kedua-duanya tidak mengandung makna 
yang sebenarnya yang dikandung oleh human 
relations itu.   
       Baik pada istilah “hubungan manusia” maupun 
“hubungan antar manusia” tidak terdapat ciri hakiki 
human relations. Ciri hakiki human relations bukan 
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“human” dalam pengertian wujud manusia (human 
being), melainkan dalam makna proses rohaniah yang 
tertuju kepada kebahagiaan berdasarkan watak, sifat, 
perangai, kepribadian, sikap, tingkah laku, dan lain-
lain aspek kejiwaan yang terdapat pada diri manusia. 
Karena itu, terjemahan yang paling mendekati makna 
dan maksud human relations adalah hubungan 
manusiawi atau hubungan insani. (Effendy, 1993:40-
41). 
2) Ruang Lingkup Human Relations 
a) Human Relations Dalam Arti Luas 
       Human relations dalam arti luas adalah 
komunikasi persuasif yang dilakukan oleh 
sesorang kepada orang lain secara tatap muka 
dalam segala situasi dan dalam semua bidang 
kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan 
dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. 
(Effendy, 1993:48-49). 
b) Human Relations Dalam Arti Sempit 
       Human relations dalam arti sempit adalah 
komunikasi persuasif yang dilakukan oleh 
sesorang kepada orang lain secara tatap muka 
dalam situasi kerja (work organization) dan 
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dalam organisasi kekaryaan bekerja dengan 
tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan 
bekerja dengan semangat kerjasama yang 
produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. 
(Effendy, 1993:50). 
c) Hubungan dengan Publik Intern 
(1) Hubungan dengan karyawan (employee 
relations) 
Memelihara hubungan khusus antara 
manajemen dengan karyawan dalam 
kepegawaian secara formal. Misalnya 
mengenai penempatan, pemindahan, 
kenaikan pangkat, pensiun, dan lain-lain 
(Widjaja, 1993:73). 
(2) Hubungan dengan pemegang saham 
(stackeholder relations) 
Sesuai dengan sifat dan kebutuhan perusahaan 
yaitu mengadakan hubungan dengan 
pemegang saham (Widjaja, 1993:74). 
d) Hubungan dengan Publik Ekstern 
(1) Press Relations  
26 
 
 
 
Mengatur dan memelihara hubungan dengan 
pers umumnya dengan mass media seperti 
pers, radio, film. 
(2) Government Relations  
Mengatur dan memelihara hubungan dengan 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 
daerah. 
(3) Community Relations 
Mengatur dan memelihara hubungan dengan 
masyarakat setempat. 
(4) Supplier Relations 
Mengatur dan memelihara hubungan dengan 
para pemborong, kontraktor agar segala 
kebutuhan perusahaan dapat diterima secara 
teratur serta dengan harga dan syarat-syarat 
yang wajar. 
(5) Costumer Relations 
Mengatur dan memelihara hubungan dengan 
para langganan, sehingga hubungan itu selalu 
dalam situasi bahwa langgananlah yang sangat 
membutuhkan perusahaan, bukan sebaliknya. 
       Hubungan-hubungan tersebut baik internal maupun 
eksternal harus dipelihara dengan masyarakat atau khalayak 
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agar tercipta hubungan yang harmonis sehingga masyarakat 
menilai positif terhadap lembaga yang bersangkutan 
(Widjaja, 1993:74-75). 
 
f.2. Media Relations 
       Media relations menjadi salah satu bagian dalam 
Humas atau PR yaitu sebagai sarana publisitas yang 
tidak memerlukan banyak biaya untuk 
menginformasikan program yang akan dijalankan. 
Lesly dalam Iriantara (2008:29) menjelaskan bahwa 
media relations sebagai berhubungan dengan media 
komunikasi untuk melakukan publisitas atau 
merespons kepentingan media terhadap organisasi. 
Apa yang diuraikan Lesly ini lebih dari sisi manfaat 
yang diperoleh organisasi dan kegiatan yang 
dilakukan organisasi dalam menjalankan media 
relations. Manfaat tersebut berupa publisitas. 
Sedangkan kegiatan yang bisa menopang publisitas 
itu adalah merespons kepentingan media. 
  
       Urain tentang media relations tersebut dapat dilihat 
keterkaitannya dalam membentuk pengertian media 
relations. Pertama, media relations itu berkenaan dengan 
media komunikasi. Media komunikasi ini diperlukan 
karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien 
dalam berkomunikasi dengan publik. Agar komunikasi 
dengan publik tersebut bisa terpelihara, maka segala 
kepentingan media massa terhadap organisasi harus 
direspons organisasi. Tujuannya adalah untuk 
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keberhasilan program. Dalam pengertian media relations 
tersebut, bila diringkaskan kurang lebih bisa menjadi 
mempromosikan organisasi melalu media massa 
(Iriantara, 2008:29). 
       Kedua, media relations itu pada dasarnya berkenaan 
dengan pemberian informasi atau memberi tanggapan 
pada media pemberitaan atas nama organisasi atau klien. 
Karena berhubungan dengan media massa itulah, maka 
ada yang menyebut bahwa media relations itu 
merupakan fungsi khusus di dalam satu kegiatan atau 
program PR atau Humas. Informasi yang datang dari 
publik pada organisasi itu bukan hanya umpan balik, tapi 
juga pernyataan aspirasi, harapan atau keinginan, bahkan 
kritik (Iriantara, 2008:29). 
       Secara sederhana, bila digambarkan arus komunikasi 
dalam praktik media relations itu akan muncul seperti 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1 
BAGAN 1 ARUS KOMUNIKASI DALAM MEDIA RELATIONS 
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Arus Komunikasi dalam Media Relations 
       Bagan tersebut menunjukkan, organisasi 
menyampaikan informasi, gagasan atau citra melalui 
media massa kepada publik. Sedangkan publik, bisa 
menyampaikan aspirasi, harapan, keinginan atau 
informasi melalui media massa pada organisasi. Namun 
publik juga bisa menyampaikan secara langsung melalui 
saluran komunikasi yang tersedia antara publik dan 
organisasi. Saluran tersebut bisa berupa saluran 
komunikasi formal, seperti layanan bebas yang 
disediakan costumer service organisasi bisa juga melalui 
saluran informal melalui kontak komunikasi langsung 
dengan staf organisasi dalam kesempatan yang informal 
pula (Iriantara, 2008:32).  
       Dengan demikian, media relations bisa diartikan, 
“merupakan bagian dari PR atau Humas eksternal yang 
membina dan mengembangkan hubungan baik dengan 
media massa sebagai sarana komunikasi antara 
organisasi dan publik-publiknya untuk mencapai tujuan 
organisasi”. Dari sisi organisasi, membina dan 
mengembangkan hubungan baik dengan media massa itu 
paling tidak berarti memenuhi dan menanggapi 
kebutuhan dan kepentingan media massa dalam 
organisasi tersebut. Karena watak komunikasi dalam PR 
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atau Humas adalah dua arah, dalam praktik media 
relations pun bukan hanya mengkomunikasikan ke luar 
organisasi melainkan juga menjadi komunikan yang baik 
dari apa yang dikomunikasikan dari luar organisasi 
(Iriantara, 2008:32). 
f.3. Public Speaking  
1) Pengertian Public Speaking 
       Istilah Public Speaking berawal dari para ahli 
retorika, yang mengartikan sama yaitu seni (keahlian) 
berbicara atau berpidato yang sudah berkembang 
sejak abad sebelum masehi (Olii, 2010:5).  
a) Winans dalam Olii (2010:6) menggunakan 
psikologi dari William James dan E.B Tichener. 
Sesuai teori James bahwa tindakan ditentukan 
perhatian, Winans mendefinisikan persuasi sebagai 
proses menumbuhkan perhatian. Pentingnya 
membangkitkan emosi melalui motif-motif 
psikologi seperti kepentingan pribadi, kewajiban 
sosial dan kewajiban agama.  
b) Charles Henry Woolbert dalam Olii (2010:6)  yang 
juga pendiri Speech Communication Association of 
America. Psikologi yang memengaruhinya adalah 
behaviorisme dari John B. Watson. Woolbert 
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memandang Speech Communication sebagai ilmu 
tingkah laku. Pidato merupakan ungkapan 
kepribadian. Logika adalah dasar utama persuasi. 
Dalam menyusun persiapan pidato harus 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Teliti 
tujuannya, (2) Ketahui khalayak dan situasinya, (3) 
Tentukan proposisi yang cocok dengan khalayak 
dan situasi tersebut, (4) Pilih kalimat-kalimat yang 
dipertalikan secara logis.  
c) William Noorwood Brigance dalam Olii (2010:6). 
Berbeda dengan Woolbert yang menitikberatkan 
logika, Brigance menekankan faktor keinginan 
(desire) sebagai dasar persuasi. Persuasi meliputi 4 
unsur: 1) Rebut perhatian pendengar, 2) Usahakan 
pendengar untuk mempercayai kemampuan dan 
karakter Anda, 3) Dasarkanlah pemikiran pada 
keinginan, dan 4) Kembangkan setiap gagasan 
sesuai dengan sikap pendengar. 
d) Alan H. Monroe dalam Olii (2010:7). Pertengahan 
abad tahun 20-an Monroe bersama stafnya meneliti 
proses motivasi. Jasa Monroe, cara organisasi 
pesan. Menurut Monroe pesan harus disusun 
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bedasarkan proses berpikir manusia yang 
disebutnya motivated squence. 
       Dari uraian di atas, public speaking adalah 
berbicara di depan umum, bagaimana Anda berbicara 
menyampaikan pesan atau gagasan yang ingin 
diketahui audiens. Hal-hal seperti demikian yang 
selalu menjadi pusat perhatian Anda (Olii, 2010:7). 
2) Public Speaking sebagai sarana Komunikasi 
       Dalam dunia komunikasi terdiri dari 
komunikator, pesan, dan komunikan. Semua ini akan 
berfungsi melalui channel atau saluran yang disebut 
media. Dimana keberadaan public speaking 
kehadirannya dalam kegiatan komunikasi yang 
berperan adalah komunikator atau public speaker 
(Olii, 2010:7). 
       Menurut Olii (2010:7) dalam pelajaran ini, 
pengetahuan yang akan menjadikan seseorang atau 
komunikator sebagai pembawa pesan, mempunyai 
kemampuan untuk menyajikan gagasan kepada 
audiens. Dengan demikian, komunikator 
mengungkapkan ide dan dengan kemauan yang tepat 
cepat dan taktis. 
Dalam dunia usaha ada peluang selalu menghadapi 
saat-saat terjadinya tuntutan konsumen terhadap 
hasil produksi, bahkan kerja lembaga atau 
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organisasi selalu mendapat sorotan masyarakat. 
Disinilah peranan seorang petugas PR untuk 
menjelaskan apakah melalui selebaran atau news 
release atau pertemuan-pertemuan dengan 
wartawan media. Sebagai komunikator melalui 
media mengungkapkan pikiran, ide dan pendapat 
pada seluruh pendengar. Pada kesempatan 
memberikan saran, mengkritik, memberikan suara 
dan mewakili organisasinya serta memberikan 
keputusan, maka teknik public speaking sama 
pentingnya dengan kemampuan berdialog dengan 
individu-individu lain secara efektif (Olii, 2010:8). 
3) Pengetahuan Protokol 
       Dari segi bahasa, protocol berasal dari bahasa 
latin protocollum, yang terdiri atas kata yaitu protos 
dan kolla, yang artinya lembar pertama dari dokumen 
resmi (the first leaf of legal document). Kata protokol 
mengandung pengertian (Olii, 2010:8) : 
a) Rules of etiquette and order in diplomatic or 
military ceremonies; 
Lembaran pertama yang dilekatkan pada suatu 
dokumen yang berisi persetujuan, baik yang 
bersifat nasional maupun internasional; 
b) Minutes of rough draft of some diplomatic 
document; 
Keseluruhan dokumen persetujuan (bukan hanya 
lembaran pertama); 
c) A document relating the proceedings of diplomatic 
meeting, and after ratification, having the force of 
treaty. 
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Selain dokumen itu sendiri, juga seluruh dokumen 
yang melengkapi persetujuan pokok, yaitu seluruh 
catatan resmi yang dibuat pada akhir sidang dan 
ditandatangani seluruh peserta; 
    Penjelasan mengenai perangkat keras sudah 
disebutkan  namun masih perlu diingat mengenai: 
(1) Jumlah kursi, meja dan perlengkapan sound 
system, perlengkapan konsumsi 
(2) Perangkat lunak, terdiri dari personel yang 
bertugas sebagai pelaksana di lapangan, termasuk 
pemandu acara atau pembawa acara, penerima 
tamu, konsumsi, keamanan 
(3) Khusus Pemandu Acara (MC), dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
(a) Sebagai pemandu acara ia akan melaksanakan 
tugas sebagai MC 
(b) Pemandu acara adalah kemudi dari seluruh 
pelaksanaan kegiatan acara, oleh sebab itu harus 
trampil dengan cepat tanggap membaca situasi. 
(c) Harus dapat menempatkan diri cukup sopan dan 
simpatik 
(d) Mengetahui tempat posisi berdiri yang tepat 
(menguasai arena kegiatan) 
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(e) Pandai mengatur volume suara 
(f) Tidak dibenarkan pemandu acara mengulas 
(memberikan komentar) pidato seseorang 
(g) Mampu menguasai massa. 
       Protokoler di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang nomor 8 tahun 1987, adalah serangkaian 
aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang 
meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara 
dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai 
dengan jabatan atau kedudukannya dalam Negara, 
pemerintahan atau masyarakat. 
       Dalam Rapat Kerja Nasional-Rakernas Protokol 
tanggal 7-9 Maret 2004 di Jakarta disepakati, bahwa 
keprotokolan ialah “Norma-norma atau aturan-aturan 
atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini 
dalam kehudipan bernegara, berbangsa, pemerintah 
dan bermasyarakat.” 
       Sebelum lahir undang-undang keprotokolan, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah 
mengeluarkan sebuah pedoman Keprotokolan yang 
berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 0298 Tahun 
1984 di lingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan (sekarang disebut Departemen 
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Pendidikan Nasional 2005) bahwa Keprotokolan 
mengatur tata cara pergaulan antar pejabat yang 
dilibatkan dalam suatu kegiatan tertentu yang bersifat 
resmi berdasarkan norma, kesepakatan, atau 
kelaziman yang berlaku dalam tata pergaulan tersebut.   
Kegiatan protokol, diantaranya mengatur: (UU 
No.8/1987) 
1. Tata Ruang, adalah pengatur ruang atau tempat 
yang akan dipergunakan sebagai tempat aktivitas. 
Ruang harus dipersiapkan sesuai ketentuan, 
tergantung dari jenis kegiatan, misalnya kegiatan 
upacara pelantikan dan serah terima jabatan akan 
berlainan dengan tata ruang yang akan 
dipergunakan untuk upacara wisuda sarjana. 
2. Tata Upacara, ialah tata urutan kegiatan, yaitu 
bagaimana suatu acara harus disusun sesuai 
dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan itu 
harus diperhatikan jenis kegiatan, bahasa 
pengantar yang dipergunakan, dan materi 
aktivitas. Dalam upacara, supaya direncanakan 
siapa yang akan terlibat dalam kegiatan upacara, 
personel penyelenggara dan alat penunjang lain. 
Pengisi acara, misal dalam memberikan sambutan, 
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diperhatikan jenjang jabatan mereka yang akan 
memberikan sambutan.  
3. Tata Tempat atau Preseance, ialah ketentuan atau 
norma yang berlaku dalam hal tata duduk para 
pejabat, yang biasanya didasarkan atas kedudukan 
ke tata negaraan dari pejabat yang bersangkutan, 
kedudukan administraf/struktural dan kedudukan 
sosial. Tata urutan tempat duduk di Indonesia 
diatur dengan Keputusan Presiden nomor 265 
Tahun 1968. 
Tata tempat pada hakekatnya meliputi tata tempat 
duduk, tata urutan memasuki kendaraan, dan tata 
urutan kedatangan dan kepergian/pulang.   
g. Program Humas 
       Menurut Widjaja (1993:61), sesuai dengan peran humas 
sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum, sebagai 
mediator antara pimpinan dengan publik, dan sebagai 
dokumentator, maka program humas dititikberatkan pada: 
1) Program pelayanan 
Program ini berupa pelayanan data atau informasi baik 
secara lisan maupun tertulis. 
2) Program mediator 
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Program ini berupa penerbitan berbagai media massa, 
penyelenggaraan konferensi pers, wisata pers, menjawab 
surat pembaca, menanggapi tajuk rencana yang negatif dll.  
3) Program dokumenter 
Program ini berupa pembuatan dokumentasi film, foto 
rekaman (kaset audiovisual), transkrip pidato dll. 
 
2. Implementasi Kinerja 
a. Pengertian  Kinerja 
       Whitmore dalam Uno dan Nina (2014:59) secara sederhana 
mengemukakan, kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang 
dituntut dari seseorang.  
       Pandangan lain dikemukakan King dalam Uno dan Nina 
(2014:60) yang menjelaskan kinerja adalah aktivitas seseorang 
dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya.  
Istilah kinerja terjemahan dari performance. Karena itu, 
istilah kinerja juga sama dengan istilah perfomansi. 
Selanjutnya, Simanora dalam Uno dan Nina (2014:62) 
menyatakan, kinerja adalah keadaan atau tingkat perilaku 
sesorang yang harus dicapai dengan persyaratan tertentu. 
Sementara itu, Suprihanto menyatakan bahwa kinerja dengan 
prestasi kerja, yaitu hasil kerja seseorang keryawan selama 
periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 
misalnya standar, target, atau kriteria yang telah ditentukan 
terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 
 
       Berdasarkan pembahasan di atas, maka kinerja dapat 
disimpulkan sebagai perilaku seseorang yang membuahkan hasil 
kerja tertentu setelah memenuhi sejumlah persyaratan.  
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       Uno dan Nina (2014:118-119), memaparkan bahwa  Kinerja 
dapat dilihat langsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
kegiatan profesional. Dalam hal ini, berdasarkan perbandingan 
kinerja dan kualifikasinya, seseorang dapat dikelompokkan ke 
dalam kategori, sebagai berikut: 
1) Penggerak (dynamo) 
       Seseorang bertindak seolah-olah masih berada dalam 
posisi di tengah-tengah saat meniti karir (bukan saat 
melakukan pekerjaan) ke atas. Selalu mempunyai rencana 
strategi personal yang terus dilakukan dan dipenuhi. Orang ini 
selalu berkerja untuk memperlajari sesuatu yang baru dan 
kontinyu mengasah kemampuan serta keahliannya. 
2) Penjelajah (cruisers) 
       Bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, 
sehingga sebagai konsekuensinya jauh dari stress dan sangat 
menikmati kehidupan pekerjaannya. Sesekali penjelajah dapat 
pula mengerjakan sesuatu dengan baik, meski sebenarnya tak 
terkait dengan kemampuan yang digunakannya dalam 
keseharian pekerjaan. 
3) Pecundang (loosers) 
       Dalam dunia profesi, seseorang bisa dikatakan pecundang 
jika tidak mempunyai keahlian, meski hanya standar dasar. 
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Ada berbagai pendapat tentang hakikat kinerja yang 
dikemukakan para ahli.  
       Untuk memperoleh gambaran tentang kinerja atau hasil 
kerja seseorang atau tugas pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya, Haynes dalam Uno dan Nina (2014:134-135) 
menjelaskan bahwa ada enam langkah yang harus diikuti, yaitu 
sebagai berikut: 
a) Developing performance expectation atau menetapkan 
tingkat kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini ditetapkan 
analisa pekerjaan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan yang 
harus dilaksanakan, metode dan prosedur yang harus 
dilakukan, dan perilaku yang diterapkan dalam pekerjaan. 
b) Monitoring performance progress atau memantau kemajuan 
dengan memfokuskan pada hasil yang dicapai. 
c) Evaluating performance atau melakukan evaluasi atas 
tingkatan kinerja (prestasi kerja) dibanding dengan kinerja 
yang diharapkan sebelumnya. 
d) Providing feedback on performance atau memberikan 
umpan balik atas kinerja. 
e) Making administrative atau membuat keputusan 
administratif atas kinerja yang dicapai. 
f) Developing performance improvement plans atau 
mengembangkan renacana-renacana peningkatan kinerja.  
41 
 
 
 
       Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa untuk 
mengetahui atau menghasilkan gambaran tentang kinerja yang 
diharapkan, maka penting adanya penetapan standar tertentu 
yang akan membantu keberhasilan kinerja. Dengan demikian 
akan mudah bagi kita melakukan penilaian atas kinerja yang 
dilakukan.   
 
b. Pengertian Implementasi  
       Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang 
dilakukan, baik oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah 
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang 
sudah ditetapkan. Proses implementasi dilakukan oleh 
organisasi atau perorangan yang bertindak dalam 
kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan 
penerapan atau pelaksnaan (Nurjaman dan Umam, 2012:319). 
       Dalam skripsi Megayana Masta yang berjudul 
Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa 
Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten 
Tanggamus, mengutip menurut Nurdin dan Usman (2002:70) 
implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, 
atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 
sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 
untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Syaukani dkk 
(2004:295) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas 
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dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat 
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil 
sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut 
mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan 
yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. kedua, 
menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan 
implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, 
sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang 
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut. ketiga, 
bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke 
masyarakat. 
       Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
Implementasi adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau 
adanya mekanisme suatu sistem dengan kegiatan yang 
terencana untuk mencapai tujuan kegiatan dengan evaluasi 
yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 
tindakan mencapainya dalam rangka menghantarkan kebijakan 
kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat 
membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. 
c. Pengertian Implementasi Kinerja 
       Dari pengertian-pengertian di atas yang sudah dijelaskan, 
dapat ditari kesimpulan pengertian bahwa implementasi kinerja 
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu, 
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pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan yang membuahkan hasil kerja tertentu setelah 
memenuhi sejumlah persyaratan. 
3. Pelayanan Informasi Publik 
a. Pengertian Pelayanan 
       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pelayanan 
adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa 
yang diperlukan orang. Pelayanan menurut Fandy Tjipto dalam 
Nurjaman dan Umam (2012:331), adalah bentuk penyajian, 
tindakan, dan informasi yang diberikan untuk meningkatkan 
kemampuan pelanggan atau pengguna jasa dalam mewujudkan 
nilai potensial yang terkandung dalam produk atau jasa inti yang 
dibeli pelanggan atau pengguna.  
b. Informasi  
1) Informasi Mengacu ke Fakta atau Data 
       Istilah informasi menunjukkan fakta atau data yang 
diperoleh selama komunikasi berlangsung. Dalam pandangan 
ini, informasi dikonseptualisasi sebagai kuantitas fisik yang 
dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, dari satu 
medium ke medium yang lain, dari satu orang ke orang yang 
lain.  
2) Informasi mengacu ke Makna Data 
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       Istilah informasi menunjukkan makna data. Jadi, menurut 
pandangan ini informasi berbeda dari data. Informasi adalah 
arti, maksud, atau makna yang dikandung data. Konsep 
informasi ini berkaitan dengan soal penafsiran. Makna suatu 
data dapat berbeda antara satu orang dengan orang lain.  
3) Informasi Mengacu ke Jumlah Data 
       Istilah informasi menunjukkan jumlah data mengenai 
ketidak pastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan 
atau mengurangkan sejumlah alternatif atau pilihan yang 
tersedia       (Olii Helena, 2007:22-23). 
Ada lagi definisi mengenai informasi. Dalam Kamus 
Komunikasi oleh Onong Uchyana Effendy dalam Olii 
Helena (2007:24) menyebutkan pengertian informasi tau 
keterangan atau penerangan ialah: Pesan yang 
disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang yang 
baginya merupakan hal yang baru diketahui. Data yang 
telah diolah untuk disampaikan kepada yang memerlukan 
atau untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal. 
Kegiatan menyebarluaskan pesan yang disertai penjelasan 
baik secara langsung maupun melalui media komunikasi, 
kepada khalayak yang baginya merupakan hal atau 
peristiwa yang baru.  
 
        Jadi informasi adalah pesan atau data yang baru dan perlu 
disampaikan kepada khalayak melalui media komunikasi. 
Informan adalah orangnya, seseorang yang memberikan 
informasi kepada orang lain yang belum mengetahuinya.  
c. Publik 
       Istilah publik (public), terdapat beberapa pengertian, yang 
memiliki variasi arti yaitu umum, masyarakat, dan negara. Public 
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dalam pengertian “umum” atau masyarakat dalam istilah public 
offering (penawaran umum), public relations (hubungan 
masyarakat), public service (pelayanan masyarakat), public 
insterest (kepentingan umum) (Nurjaman dan Umam, 2012:331). 
d. Pengertian Pelayanan Informasi Publik 
       Dari pengertian-pengertian di atas yang sudah dijelaskan, 
dapat ditarik kesimpulan pengertian bahwa pelayanan informasi 
publik adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan 
(mengurus) apa yang diperlukan orang mengenai pesan atau data 
yang baru dan perlu disampaikan kepada khalayak atau 
masyarakat melalui media komunikasi. 
 
B. Kajian Pustaka 
1. Skiripsi Dian Tika Yahya, 2015, “Implementasi Kinerja Bagian 
Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam 
Memanfaatkan E-Government Sebagai Sarana Pelayanan Informasi 
Publik ( Studi Pada Kantor Dinas Perhubungan Dan Pariwisata 
Bagian Komunikasi Dan InformasiKabupaten Penajam Paser Utara, 
Propinsi Kalimantan Timur),  Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL, 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
Perbedaan: Penelitian tersebut dengan penelitian Saya adalah 
membahas tentang implementasi kinerja humas dalam memanfaatkan 
E-Government sebagai Sarana Pelayanan Informasi Publik studi pada 
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kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Bagian Komunikasi dan 
Informasi (Kominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi 
Kalimantan Timur dalam menjalankan salah satu fungsi pokok humas 
pemerintah yaitu menyampaikan informasi. Penulis lebih meniliti 
kepada pemanfaatan E-Government. Sedangkan dalam penelitian Saya, 
meneliti tentang bagaimana implementasi kinerja Humas dalam 
meningkatkan Informasi Publik, disini saya akan meneliti tentang 
bagaimana Humas Setda Kabupaten Wonogiri dalam melakukan kinerja 
untuk mengotimalkan pelayanan publik dan saya ingin mengetahui 
bagaimana kegiatan-kegiatan di Humas Setda Kabupaten Wonogiri 
dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. 
Persamaan: persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya 
terletak pada implementasi kinerja Humas Pemerintah dalam pelayanan 
informasi publik. 
2. Skripsi Eriyus Septiadi Syaputra, 2015, “Pelaksanaan Public Relations 
Yang Dilakukan Oleh Balai Pemuda Dan Olahraga Yogyakarta”, 
Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurusan 
Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
Perbedaan: Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang 
bagaimana public relations dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat di Balai Pemuda dan Olahraga Yogyakarta, dan hambatan 
yang muncul dari pihak public relations dalam pelayanan kepada 
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masyarakat dan Sarana penunjang kegiatan public relations di Balai 
Pemuda dan Olahraga Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian Saya, 
meneliti tentang bagaimana implementasi kinerja Humas Setda dalam 
meningkatkan pelayanan Informasi Publik, disini saya akan meneliti 
tentang bagaimana Humas Setda Kabupaten Wonogiri dalam 
melakukan kinerja untuk mengotimalkan pelayanan publik dan saya 
ingin mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan di Humas Setda 
Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. 
Persamaan: penelitian terdahulu dan penelitian saya sama-sama 
meneliti tentang implementasi/pelaksanaan PR/Humas dalam pelayanan 
informasi publik atau masyarakat. 
3. Skripsi Lizza Bandaso, 2015, “Aktivitas Humas DPRD Provinsi 
Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi Mediator Dan Publisitas”. Jurusan 
Ilmu Komunikasi FISIPOL. Universitas Hasanuddin Makassar. 
Perberdaan: Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang 
bagaimana aktivitas humas sebagai fungsi mediator dan publisitas serta 
bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat 
aktivitas humas sebagai fungsi mediator dan publisitas. Sedangkan pada 
penelitian Saya, meneliti tentang bagaimana implementasi kinerja 
Humas Setda dalam meningkatkan Informasi Publik, disini saya akan 
meneliti tentang bagaimana Humas Setda Kabupaten Wonogiri dalam 
melakukan kinerja untuk mengotimalkan pelayanan publik dan saya 
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ingin mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan di Humas Setda 
Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. 
Persamaan: penelitian terdahulu dan penelitian saya sama-sama 
meneliti tentang kegiatan atau aktivitas Humas di lembaga 
Pemerintahan.  
 
 
 
 
 
C. Kerangka Berfikir 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  
       Pada dasarnya tugas pejabat Humas yaitu untuk memberikan 
informasi tentang kebijakan atau kegiatan pemerintah kepada masyarakat 
umum agar tercapai rasa saling pengertian dan terciptanya hubungan yang 
harmonis antara Pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan 
Implementasi Kinerja 
Humas SETDA 
Kabupaten Wonogiri 
Implementasi Kegiatan 
Humas 
a. Human Relations 
b. Media Relations 
c. Public Speaking 
Meningkatnya 
Pelayanan Informasi 
Publik 
OUTPUT INPUT 
PROSES 
49 
 
 
 
peraturan perundangan UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan 
Informasi Publik dan dikeluarkannya Maklumat Pelayanan Informasi 
Publik oleh Kementrian Kominfo RI pada PPID (Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi).  
       Dalam melaksanakan kinerjanya, Humas banyak melakukan kegiatan-
kegiatan humas dalam upaya melayani informasi kepada publik atau 
masyarakat dan tentunya harus sesuai dengan aturan Tugas Pokok dan 
Fungsi Humas Pemerintah. Kegiatan kehumasan antara lain : 1) Human 
Relations, 2) Media Relations, dan 3) Public Speaking. Ketiga unsur 
tersebut saling berhubungan dan harus dilaksanakan oleh Humas 
pemerintahan dalam mendukung dan meningkatkan pelayanan informasi 
pada publik atau masyarakat.  
       Ketika Humas mengimplementasikan kinerjanya sesuai dengan 
aturan-aturan dan tupoksi serta mencakup kegiatan yang sudah di sebutkan 
di atas, maka pelayanan informasi publik dapat dikatakan meningkat.  
       Akan tetapi yang ditemui langsung di lapangan sangatlah berbeda 
dengan teori-teori yang sudah dicantumkan, masih ada penurunan dalam 
implementasi kinerja Humas Setda Kabupaten Wonogiri dalam 
meningkatkan pelayanan publik. Masalah tersebut seperti kurang sigap dan 
lambat dalam menanggapi aduan masyarakat, kurangnya sosialisasi 
terhadap masyarakat tentang adanya website yang membolehkan 
permohonan informasi, sumber daya manusia dalam Humas itu sendiri dan 
sebagainya. Maka dari itu sangatlah perlu dilakukan pembenahan-
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pembenahan dalam meningatkan pelayanan informasi publik, hal tersebut 
perlu di analisis dan ditinjau ulang menggunakan teori-teori kehumasan, 
kegiatan kehumasan seperti human relations, media relations, public 
speaking dan Tupoksi Humas di Pemerintahan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
       Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri pada Bagian Humas Sekretariat Daerah. Jalan Kabupaten No. 5 
Wonogiri, Jawa Tengah. Kode Pos 57611.  
Tabel 1 
Waktu penelitian 
TABLE 1 WAKTU PENELITIAN 
No. Kegiatan 
Tahun 2017 
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Observasi 
Awal 
                            
2 
Penyusunan 
Poposal 
                            
3 
Pengumpulan 
Data 
                            
4 Analisis Data                             
5 
Penyusunan 
Laporan 
                            
 
       Peneliti melakukan observasi pada minggu kedua bulan Januari 2017 
hingga minggu pertama bulan Februari 2017. Observasi merupakan 
langkah awal dari penelitian ini, setelah itu dilanjutkan dengan 
penyusunan proposal. Setelah penyusunan proposal selesai, kemudian 
penelitian dilanjutkan dengan pencarian dan pengumpulan data di 
lapangan sesuai dengan yang dibutuhan dalam penelitian lapangan ini. 
Peneliti melalukukan wawancara kepada informan yang bersangkutan di 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. Pada tahap 
menganalisis data dengan pendekatan kualitatif yang dilanjutkan dengan 
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penulisan laporan, tahap tersebut selesai pada akhir bulan Juli.  
B. Pendekatan Penelitian 
       Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu 
memberikan gambaran secara cermat dan faktual. Penulis 
menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan 
fakta yang ada mengenai implementasi kinerja Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.  
       Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) 
data bukan banyaknya (kuantitas) data. Penelitian kualitatif bersifat 
fleksibel dan berubah sesuai kondisi lapangan sehingga peran peneliti 
sangat dominan terhadap kebehasilan penelitian. Metode pendekatan 
deskriptif lebih spesifik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini 
memberikan gambaran atau penjabaran suatu objek penelitian 
berdasarkan karakteristik yang dimiliki, disini peneliti terjun langsung ke 
lapangan. 
C.  Subjek Penelitian 
       Subjek dalam penelitian ini ialah pihak Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri. Para informan yaitu mereka yang terlibat langsung 
dan berhubungan dengan aktivitas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri agar dapat memberikan informasi yang akurat. Subjek tersebut 
antara lain: 
1. Kepala Bagian Humas : Haryanto, SSTP., M.Hum 
2. Kepala Sub Bagian Protokol : Supriyo, SIP.,MM 
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Staf: Esti Suci Arunningsih, S.Sos, Rima Wahyuni, Suparti, 
Sugiyatmi, S.E 
3. Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi: Heru Margiyana, 
S.Sn., MM 
Staf: Eka Wahyu Pranantya, S.E, Monica Caya Ardianari, S.Sos. 
4. Kepala Sub Bagian Hubungan Media: Mawan Tri Hananto 
SSTP.,M.Hum 
Staf: Bintoro. AMd, Sutrisno, SIP. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
       Dalam penelitan ini penulis mennggunakan teknik pengumpulan data 
kualitatif, yang meliputi: 
1. Observasi (Pengamatan) 
       Observasi (pengamatan) adalah salah satu alat penting untuk 
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Mengamati berarti 
memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti, 
seringkali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk 
tujuan ilmiah (Angrosino, 2007). Pengamatan tersebut didasarkan 
pada tujuan riset dan pertanyaan riset. Anda mungkin menyaksikan 
lingkungan fisik, partisipan, aktivitas, interaksi, percakapan, dan 
perilaku anda sendiri selama proses pengamatan tersebut (Creswell, 
2014:231). Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan di 
kantor Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri tentang 
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segala aktivitas, interaksi baik internal maupun eksternal yang dapat 
menunjang data untuk proses penelitian. 
2. Wawancara 
       Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. 
Dalam berwawancara terdapat proses berinteraksi antar 
pewawancara dengan responden. Pewawancara merupakan orang 
yang memegang kunci keberhasilan wawancara. (Soeratno dan 
Arsyad, 2008:86). Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai 
narasumber yang dapat menjawab data-data yang dibutuhkan untuk 
penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara (interview 
guide). Narasumber di Humas Sekretariat Daerah antara lain : 
a. Kepala Bagian Humas : Haryanto, SSTP., M.Hum 
b. Kepala Sub Bagian Protokol : Supriyo, SIP.,MM 
Staf: Esti Suci Arunningsih, S.Sos, Rima Wahyuni, Suparti, 
Sugiyatmi, S.E 
c. Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi: Heru 
Margiyana, S.Sn., MM 
Staf: Eka Wahyu Pranantya, S.E, Monica Caya Ardianari, S.Sos. 
d. Kepala Sub Bagian Hubungan Media: Mawan Tri Hananto 
SSTP.,M.Hum 
Staf: Bintoro. AMd, Sutrisno, SIP. 
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3. Dokumentasi 
       Proses merekam informasi atau memasukkan data. Proses ini 
melibatkan perekaman informasi, penulisan wawancara, pemetaan, 
sensus, pemotretan, perekaman suara, dan dokumen. (Creswell, 
2014:236). Disini penulis melakukan dokumentasi untuk 
memperoleh data, baik untuk data primer maupun sekunder dengan 
melakukan merekam suara selama wawancara berlangsung, 
memotret aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian 
untuk menunjang data, maupun melakukan penulisan wawancara 
dan penyimpanan dokumen-dokumen penunjang penelitian. 
E. Teknik Sampling 
       Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive. Menurut 
M. Hikmat (2011:64), Purposive Sampling (pengambilan sampel 
berdasarkan tujuan) yakni pengambilan sampel berdasarkan 
kapasitas dan kapabelitas atau yang kompeten atau benar-benar 
paham di bidangnya di antara anggota populasi. Penelitian ini 
meneliti tentang implementasi kinerja Bagian Humas dalam 
meningkatkan pelayanan informasi publik, peneliti memilih 
informan berdasarkan kecukupan data yang diperoleh sesuai 
kompeten dalam bidangnya. Berikut ini adalah informan yang 
diambil sebagai sampel:  
1) Kepala Bagian Humas : Haryanto, SSTP., M.Hum 
2) Kepala Sub Bagian Protokol : Supriyo, SIP.,MM 
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3) Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi : Heru 
Margiyana, S.Sn., MM. 
4) Kepala Sub Bagian Hubungan Media : Mawan Tri Hananto, 
SSTP., M.Hum. 
F. Teknik Keabsahan Data 
       Adapun salah satu metode dari keabsahan konstruk ini adalah 
metode triangulasi, dengan uraian sebagai berikut: 
       Triangulasi data, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 
diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 
data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 
dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data 
yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas 
data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 
data. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan berbagai 
sumber, mulai dari dokumen, arsip, hasil wawancara dan observasi, 
dari berbagai satu subjek dengan sudut pandang yang berbeda. Hal 
ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan diakui 
kebenarannya. 
G. Teknik Analisis Data 
       Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik 
Miles dan Hubermen, yang meliputi: 
1. Reduksi data 
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       Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 
banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk 
itu diperlukan analisis data melalui reduksi data. 
       Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan 
yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah 
pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan 
penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak 
dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan 
perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data (Sugiyono, 
2015:247). 
2. Penyajian data (data display) 
       Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar 
kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk 
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 
yang bersifat naratif (Sugiyono, 2015:249) 
3. Penarikan kesimpulan 
       Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 
and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 
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dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
       Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 
berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 
masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 
jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif (Sugiyono, 
2015: 252-253).  
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sajian data 
1. Gambaran Umum tentang Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri 
      Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
merupakan salah satu bagian dari unit kerja Sekretariat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dari 11 Bagian yang ada, antara lain 
Bagian Pemerintah Desa, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian 
Pertanahan, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Bagian Kerjasama, 
Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian 
Hukum dan Bagian Umum. Kantor Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri terletak di Jalan Kabupaten No. 5 Wonogiri, 
Jawa Tengah, Kode Pos: 57611.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
a
g
an 2 : Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri 
Sumber: Bagian Humas SETDA Kabupaten Wonogiri 
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       Bagan di atas menggambarkan susunan birokrasi dan alur 
komunikasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. 
Setiap kebijakan, kegiatan, pengumuman, dan himbauan dari setiap 
SKPD akan dilaporkan kepada atasan dalam hal ini Kepala Bagian, 
Asisten Setda, SETDA, maupun Bupati itu sendiri.  
       Dalam bagan tersebut terlihat Bagian Humas berada di dalam 
struktur organisasi Sekretariat Daerah. Artinya, Bagian Humas 
bertanggung jawab langsung kepada Asisten Administrasi dan 
SETDA. Hal ini bukan berarti Humas tidak memberikan laporan 
kegiatan kepada Bupati, melainkan Bupati menjadi prioritas ke dua 
setelah SETDA, mengingat Humas merupakan bagian dari bawahan 
SETDA. 
       Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Wonogiri, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri berada dalam susunan struktur organisasi Sekretariat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang membawahi: 
a. Sub Bagian Protokol 
b. Sub Bagian Hubungan Media 
c. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi 
       Masing-masing bagian memberikan jenis pelayanan yang 
berbeda. Namun secara keseluruhan jasa pelayanan yang disediakan 
oleh Bagian Humas adalah sebagai berikut: 
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1) Jasa pelayanan dokumentasi antara lain penggandaan CD, 
shooting, dan foto. 
2) Pengaturan acara Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. 
3) Pengaturan dan Penerimaan Tamu Daerah. 
4) Jasa Pembawa Acara atau MC pada Acara Kedinasan. 
5) Pelayanan Informasi melalui Mobil Unit Siaran Keliling. 
6) Pelayanan Informasi melalui pemanfaatan Media Informasi di 
Website. 
7) Penyediaan Data dan Informasi untuk wartawan. 
       Secara keseluruhan jumlah pegawai pada Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 13 personil. Yang 
terdiri dari 1 Kepala Bagian, 3 Kepala Sub Bagian dan 8 Staff PNS, 
serta 1 tenaga honorer. Sarana prasarana yang ada di Bagian Humas 
antara lain: Press Room dengan fasilitas datu satu set komputer 
koneksi internet, sarana dokumentasi (kamera foto dan shooting) dan 
seperangkat multimedia serta berbagai macam perlengkapan untuk 
kegiatan protokoler, seperti kunci simbolis, perlengkapan alat tulis 
untuk penandatanganan dokumen dan wireless.   
2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
a. Dasar Hukum dibentuknya PPID Kabupaten Wonogiri 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
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2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Standar Layanan Informasi Publik; 
3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik; 
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah; 
6) Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang 
Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi 
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.  
b. Visi dan Misi Bagian Humas Sekretariat Daerah  Kabupaten 
Wonogiri 
b.1 Visi  
       Menurut data profil yang ada Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki visi Terwujudnya Humas 
sebagai Pusat Penyedia dan Pelayanan Informasi yang 
Transparan, Tepat, Akurat dan Dapat Dipercaya. Pada tampilan 
website resmi Humas Sekretariat Daerah juga terdapat slogan atau 
visi “Menduniakan Wonogiri dengan Informasi”.  
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b.2 Misi 
Adapun misi yang diterapkan di Bagian Humas adalah sebagai 
berikut: 
1) Menyajikan informasi yang terdepan, transparan, tepat, 
akurat, dapat dipercaya dan professional.  
2) Membangun kemitraan terhadap media dan publik yang 
dinamis dan sehat. 
3) Meningkatkan pelayanan kehumasan kepada internal dan 
eksternal publik. 
4) Meningkatkan SDM humas dalam menguasai teknologi 
informasi dan komunikasi.  
c. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri 
       Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
memiliki Tugas Pokok menyusun perumusan kebijakan 
Pemerintahan Daerah, pengoordinasian administratif terhadap 
Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan 
administratif bidang kehumasan Bupati, penyelenggaraan 
keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu Daerah dan 
urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.  
Sedangkan Fungsi Bagian Humas adalah sebagai: 
1) Pelaksanaan penyiapan perumusan penyusunan Kebijakan 
Daerah bidang kehumasan Bupati, penyelenggaraan 
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keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu Daerah dan 
urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; 
2) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan 
serta petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Daerah bidang 
kehumasan Bupati, penyelenggaraan keprotokolan, 
penyelenggaraan acara dan tamu Daerah dan urusan 
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; 
3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
kebijakan Daerah bidang kehumasan Bupati, 
penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan 
tamu Daerah dan urusan komunikasi dan informatika, 
statistik dan persandian; 
4) Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan 
kebijakan Daerah bidang kehumasan Bupati, 
penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan 
tamu Daerah dan urusan komunikasi dan informatika, 
statistik dan persandian; dan pelaksanaan tugas kedinasan 
lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
d. Struktur Organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri   
(Bagan Organisasi PPID Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri) 
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       Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
D
a
e
r
a
h
 
Kabupaten Wonogiri, Bagian Humas berada dalam struktur 
organisasi Sekretarat Daerah Kabupaten Wonogiri dengan 
susunan sebagai berikut: 
 
Bagan 3 : Struktur Organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri 
Sumber: Bagian Humas SETDA Kabupaten Wonogiri 
 
       Pada bagan di atas terlihat lebih jelas alur komunikasi, 
birokrasi, dan tanggung jawab Humas kepada Asistern 
Administrasi dan Sekretaris Daerah. Humas terdiri dari tiga Sub 
Bagian dan ketiga Sub Bagian ini bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Bagian Humas. Segala hal yang berkaitan dengan 
kegiatan, job description, dan tugas Humas harus dengan 
sepengetahuan Sekretariat Daerah atau minimal Asisten 
Administrasi. 
BAGAN 2 STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
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       Secara umum tugas maupun pelayanan yang diberikan oleh 
masing-masing Sub Bagiann dapat dideskripsikan sebagai 
berikut: 
1) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi: bagian ini 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, 
dan pembinaan bidang administrasi bidang peliputan, 
dokumentasi, pengembangan analisa media dan informasi, 
analisa pemberitaan media massa, tata kelola infrastruktur 
kehumasan, serta pelayanan dan penyebarluasan informasi 
dan dokumentasi. 
2) Sub Bagian Hubungan Media: bagian ini mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan 
pembinaan administrasi bidang manajemen Hubungan 
Masyarakat, hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga, 
manajemen komunikasi krisis, pengawasan penyelenggaraan 
kehumasan, evaluasi penyelenggaraan kehumasan, konsultasi 
publik, dan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan 
persandian. 
3) Sub Bagian Protokol: bagian ini mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan 
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pembinaan administrasi di bidang pelayanan keprotokolan 
pimpinan, tata acara pelayanan tamu Daerah, dan Sambutan 
Bupati. 
 
e. Deskripsi Sumber Daya Manusia 
Tabel 2 
Daftar Pejabat Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
TABLE 2 DAFTAR PEJABAT BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
No JABATAN NAMA SDM 
1. Kepala Bagian Humas Haryanto, SSTP., M.Hum 
NIP. 19760402 199602 1 002 
2. Kepala Sub Bagian Protokol 
 
Staff  Sub Bagian Protokol 
 
Supriyo, SIP., MM 
NIP. 19701207 199203 1 004 
Esti Suci Arunningsih S.Sos 
NIP. 1981 1018 201001 2 025 
Rima Wahyuni 
NIP. 19750608 200701 2 010 
Suparti 
NIP. 19740723 200701 2 010 
Sugiyatmi, S.E 
NIP. 19670317 201001 2 001 
3. Kepala Sub Bagian Pemberitaan 
dan Dokumentasi 
 
Staff Sub Bagian Pemberitaan 
dan Dokumentasi 
Heru Margiyana, S.Sn., MM 
NIP. 19671028 199403 1 009 
 
Eka Wahyu Pranantya, S.E 
NIP. 19761222 199603 1 001 
Monica Caya Ardianary, S.Sos 
NIP. 1198208717 201502 2 
001 
67 
 
 
 
4. Kepala Sub Bagian Hubungan 
Media 
 
Staff Sub Bagian Hubungan 
Media 
 
Mawan Tri Hananto, SSTP., 
M.Hum 
NIP. 19810505 195512 1 002 
Bintoro Amd 
NIP. 19740831 199903 1 004 
Sutrisno, SIP. 
NIP. 19790419 199903 1 002 
B. Analisis Data dan Pembahasan 
1. Kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik 
       Humas merupakan bagian yang penting dalam sebuah instansi 
atau organisasi. Hal tersebut dikarenakan humas merupakan sarana 
antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga komunikasi timbal 
balik keduanya dan sebagai sarana untuk mempublikasikan kebijakan-
kebijakan atau program-program yang akan dilaksanakan pemerintah 
kepada masyarakat. 
       Sebagaimana pengertian, tugas, dan fungsi humas dalam setiap 
instansi pemerintahan semua mempunyai persamaan. Tentunya 
mengacu pada pengertian dan istilah yang sudah ada, akan tetapi hal 
tersebut bisa berbeda sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh 
Kepala Daerah (Bupati).  
       Di Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Humas berada di dalam 
struktur organisasi Sekretariat Daerah. Artinya, Bagian Humas 
bertanggung jawab langsung kepada Asisten Administrasi dan 
SETDA. Hal ini bukan berarti Humas tidak memberikan laporan 
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kegiatan kepada Bupati, melainkan Bupati menjadi prioritas ke dua 
setelah SETDA, mengingat Humas merupakan bagian dari bawahan 
SETDA.  
       Pada dasarnya kegiatan di Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri sudah diupayakan untuk berjalan dengan 
semestinya. Penulis mulai menelusuri kinerja Humas di kantor ini 
dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait. 
a) Tupoksi di Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
       Humas sebagai corong pemerintahan dan memberikan 
pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah. 
Hal tersebut merupakan pengertian Humas di Kabupaten 
Wonogiri sekaligus Tupoksi yang berjalan di Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. Seperti yang dituturkan 
oleh Kabag Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri.  
     “Kalau Humas itu kan kalau secara harfiahnya kan Humas 
Hubungan Masyarakat, tapi intinya kalau dari Tupoksi kami itu 
kan sebagai jembatan antara apa yang disampaikan yang ingin 
dipublikasikan oleh Pak Bupati, Pak Wakil dan di Sekretariat 
sendiri kepada masyarakat. Istilahnya sebagai corongnya 
pemerintahan humas kan seperti itu, itu kalau garis besarnya 
kehumasan, walaupun di dalamnya banyak sekali apa yang 
dipublikasikan termasuk kami memberikan pelayanan kepada Pak 
Bupati, Pak Wakil Bupati termasuk tugas dari kehumasan disini 
intinya itu” (Hasil wawancara dengan Kabag Humas, Haryanto, 
SSTP., M.Hum pada tanggal 11 Juli 2017). 
 
       Pada bagian ini penulis memaparkan mengenai Humas secara 
umum. Pola kelola kehumasan di Bagian Humas Sekretariat 
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Daerah Kabupaten Wonogiri sebenarnya telah mencoba 
membangun iklim professional, yaitu diantaranya dengan 
pembagian tugas dan struktur organisasi Humas itu sendiri. Akan 
tetapi terdapat keterbatasan yang tidak bisa terhindarkan, yaitu 
kurangnya jumlah personel SDM.  
     “Ya seandainya ada kekurangan keterbatasan itu memang 
faktor yang pertama yang jelas jumlah personel yang ada, disini 
karena PNSnya hanya 12 orang. Protokol sendiri hanya ada 4 
orang, kemudian untuk yang publikasi dan hubungan media 
hanya rata-rata 4 orang lah. Masing-masing Sub Bagian ada yang 
4 ada yang 3, karena bagian itu termasuk saya. Jumlah SDM itu 
sangat menjadi kendala bagi kami” (Hasil wawancara dengan 
Kabag Humas, Haryanto, SSTP., M.Hum pada tanggal 11 Juli 
2017).  
 
       Uraian yang disampaikan oleh Kabag Humas tadi 
menjelaskan bahwa kurangnya jumlah personel yang bertugas di 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri menjadi 
kesulitan dalam membagi personel yang bertugas apabila ada 
tugas yang bersamaan, dan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini 
dikarenakan tidak adanya penambahan formasi CPNS dari 
pemerintah pusat, sehingga dari pihak Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri berusaha bertugas semaksimal 
mungkin dengan jumlah personel yang terbatas.  
     “Kalau sekarang  untuk solusinya gak ada karena apalagi 
dengan tidak adanya penambahan formasi CPNS semantara untuk 
mengangkat tenaga kontrak pun tidak diperbolehkan mau tidak 
mau apa yang ada sini kita maksimalkan, dan langkah-langkah 
kita sendiri yaitu bagaimana caranya untuk mentrasfer ilmu 
keprotokolan, dokumentasi itu ke SKPD-SKPD maupun ke 
instansi lain lah, jadi itu disana ada acara Pak Bupati. Itu harapan 
kami kedepan. Mungkin sedikit mengurangi pekerjaan kami” 
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(Hasil wawancara dengan Kabag Humas, Haryanto, SSTP., 
M.Hum pada tanggal 11 Juli 2017). 
 
       Pernyataan oleh Kabag Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri tersebut merupakan bentuk ungkapan untuk 
menyiasati keterbatasan jumlah SDM di Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yang mengahadapi 
sejumlah tugas dan beban kerja yang banyak dengan keterbatasan 
personel, sehingga harus tetap berupaya menjalankan kinerjanya 
secara maksimal sesuai dengan Tupoksi Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.  
b) Fasilitas 
       Mengenai fasilitas humas itu sendiri, penulis mencoba untuk 
menggali apa saja fasilitas yang ada di Bagian Humas ini.  
     “Kendaraan Dinas, Mobil Publikasi, mobil operasional untuk 
Protokol, mobil operasional pimpinan, ada 3 kendaraan. 
Kemudian fasilitas lain yang mendukung kita, ini kan 
menyangkut multimedia dan sebagainya, ada kamera, video 
shooting, proyektor dan seperangkatnya, jaringan internet, 
computer, laptop, motor dinas, fasilitas jaringan komunikasi 
(HT), drone, software-software” (Hasil wawancara dengan 
Kasubbag Hubungan Media, Mawan Tri Hananto, SSTP., M.Hum 
pada tanggal 23 Mei 2017). 
 
       Pada penjelasan Kasubag Hubungan Media Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut sudah menggambarkan 
bahwa fasilitas-fasilitas yang disediakan di Bagian tersebut sudah 
memadai. Akan tetapi menurut Kabag Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri fasilitas-fasilitas yang ada sudah layak 
untuk diganti, untuk memaksimalkan hasil dokumentasi yang 
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bagus. Berikut penuturan Kabag Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri.  
     “Walaupun memang bisa dikatakan sebetulnya memang sudah 
layak ganti, tapi ini kami tahun depan berupaya untuk mengganti 
alat-alat dokumentasi karena ternyata dokumentasi itu memang 
sangat penting. Baik dokumentasi visual maupun audio visual” 
(Hasil wawancara dengan Kabag Humas, Haryanto, SSTP., 
M.Hum pada tanggal 11 Juli 2017). 
 
       Menurut observasi penulis, ruangan untuk para wartawan 
yang sering disebut press room tersebut nampaknya kurang 
nyaman untuk menjadi ruang kerja, karena ruangannya kurang 
luas, tidak ada AC dan jumlah komputer terbatas. Hal ini juga 
didukung oleh Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri, yang mengungkapkan: 
     “Ada kami sediakan di Press Room, ya sebenarnya belum 
layak lah. Tapi kami mencoba akan kami fasilitasi lebih baik lagi. 
Wifi sudah, komputer sudah, tapi tempatnya itu yang kurang 
representatif” (wawancara pada tanggal 11 Juli 2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 : Ruang Press Room (dari dalam) 
Sumber : Dokumentasi Peneliti 
       Penulis akan memasuki bagian penjabaran tentang 
implementasi kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah 
GAMBAR 1 RUANG PRESS ROOM (DARI DALAM) 
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Kabupaten Wonogiri dalam meningkatlan pelayanan informasi 
publik. Sebagaimana dituliskan pada bab II yang menuliskan 
tentang kegiatan-kegiatan kehumasan secara menyeluruh. 
Kegiatan Humas meliputi Human Relations, Media Relations, 
dan Public Speaking. Kegiatan-kegiatan tersebut jika 
diaplikasikan pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri terdiri dari 3 Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Protokol, 
Sub Bagian Hubungan Media, dan Sub Bagian Pemberitaan dan 
Dokumentasi. Masing-masing Sub Bagian ini memiliki tugas 
pokok dan fungsi sesuai dengan bagiannya.  
c) Kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
       Penulis melihat bahwa dalam mempublikasikan program-
program pemerintah, Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri lebih menekankan publikasi melalui Baliho, 
spanduk walaupun pada masa serba cyber saat ini sudah 
dikatakan sangat ketinggalan, serta action secara langsung. 
Harapan dari pihak Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) nantinya akan mengusahakan adanya publikasi 
melalui videotron, walaupun pada saat ini sarana tersebut masih 
dikatakan dengan “barang mahal”.  Menurut Kabag Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri jika publikasi lebih 
ditekankan melalui media sosial takutnya akan banyak menguras 
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dan menghabiskan tenaga jika hanya mengumbar janji-janji di 
medsos, sehingga kinerja kurang maksimal jika hanya 
menanggapi masalah  melalui media sosial. 
     “Kalau energy kita sudah terkuras habis untuk melayani yang 
ada di medsos, kapan kita bekerja? Kalau kita hanya memberikan 
janji tetap diserang. Maka dari itu untuk medsos untuk publikasi 
itu kita batasi. Kita bekerja berdasarkan data yang ada, dokumen 
yang ada, sesuai dengan perencanaan, sehingga apa yang kita 
laksanakan itu memang akan benar-benar menyelesaikan 
masalah. Apakah itu akan menyelesaikan masalah secara 
keseluruhan? Saya kira tidak, karena anggaran terbatas, personel 
terbatas, waktu juga terbatas, dengan segala keterbatasan” 
(wawancara pada tanggal 11 Juli 2017).  
       Publikasi melalui media sosial di Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri menggunakan website dan twitter.  
Website resmi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri humaswonogirikab.go.id merupakan sub domain dari 
website resmi Wonogirikab.go.id yang dikelola oleh Diskominfo. 
Dari hasil observasi penulis pada web tersebut, memang dari segi 
tampilan web pihak Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri mencoba selalu memberi tampilan yang baru dan lebih 
simple, agar tidak terlihat lebih kaku. Disana juga terdapat kolom 
untuk permohonan informasi masyarakat kepada pihak Humas, 
akan tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui hal 
tersebut, atau bisa dikatakan jumlah pemohon hanya sedikit yang 
disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak Humas itu sendiri. 
Dan di kolom berita (press release) tentang kegiatan di 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri jarang di update.  
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       Akan tetapi Kasubbag Hubungan Media, Mawan Tri Hananto, 
SSTP., M.Hum melihat dari sisi masyarakat itu sendiri yang 
notabene memiliki karekter acuh.  
     “Ya tergantung dari tingkat intensitas orang yang mencari 
data, jadi orang Wonogiri karakternya acuh, beda kalau orang di 
Jakarta atau di kota-kota besar. Kan banyak sekali yang mencari 
data, nah ini kita sudah menyiapkan daftar informasi publik di 
KIP, kita sudah menyiapkan informasi yang dikecualikan, 
informasi serta merta. Tapi selama ini gak banyak mungkin 
karena karakteristik. Tapi kita sudah sediakan fasilitasnya 
misalkan kotak saran atau apa” (Wawancara 23 Mei 2017). 
 
       Menurut staf Sub Bagian Pemeritaan dan Dokumentasi, 
pelayanan informasi publik di Kabupaten Wonogiri dari tahun ke 
tahun dikatakan meningkat. 
     “Saya kira meningkat, karena keluaran yang sudah dilakukan 
media website juga sudah ada kemudian buku-buku kita juga 
punya di bagian Humas, sosialisasi juga ada melalui brosur, 
majalah, kemudian kerja sama dengan media, biarpun secara 
informal kita juga medsos juga ada, baik itu yang Bagian Humas 
maupun yang informal masing-masing staf tapi memang memiliki 
tugas secara mendukung” (Hasil wawancara staf Pemberitaan dan 
Dokumentasi, Sutrisno, SIP. Pada tanggal 11 Juli 2017).  
       Kasubbag Hubungan Media, Mawan Tri Hananto, SSTP., 
M.Hum juga mengatakan : 
     “Kalau bagi saya meningkat. Karena Saya datang kesini tahun 
2017 saya merombak dunia web dari sisi tampilan yang awalnya 
mungkin web pemerintah itu kaku, saya menggunakan word press 
saja yang bisa merubah tampilan dan sebagainya kemudian 
responsibilitas di hp” (wawancara 23 Mei 2017). 
 
       Kemudian Sub Bagian Protokol, Sutrisno mengatakan bahwa 
Tupoksi Protokoler sebagian masih melekat pada Bagian Umum. 
Hal ini dibuktikan dengan sarana sound system, yang harusnya 
diatur oleh Sub Bagian Protokol tetapi masih di Bagian Umum, 
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jamuan-jamuan Tamu Daerah yang masih diatur oleh Bagian 
Umum, tata tempat juga sebagian masih di Bagian Umum. Sub 
Bagian Protokol seolah-olah hanya “pegang mic”.  
       Sedikitnya paparan mengenai kegiatan di Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri membuktikan bahwa 
kurang maksimalnya kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri yang dilatar belakangi dengan fasilititas 
kerja yang kurang memadai, terbatasnya jumlah SDM yang 
bekerja, serta kurangnya anggaran untuk fasilitas publikasi. 
       Pengukuran tingkat keberhasilan kinerja di Bagian Humas 
SETDA Kabupaten Wonogiri diukur dari pelaksanaan Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA), apakah pelaksanaan dari RKA itu 
tadi di akhir tahun berjalan semua atau tidak, berapa persen 
penyerapan anggaran yang sudah masuk ke dalam Dokumen 
Pelaksanaan Kegiatan tersebut.  
     “untuk pengukuran kinerja secara keseluruhan kehumasan 
secara kelembagaan itu ada, setiap tahun ada, laporan 
perkembangan setiap bulan, yang disesuaikan dengan 
perencanaan, sesuai atau tidak, dilaksanakan atau tidak, 
pertanggung jawabannya bagaimana. Itu untuk mengukur kinerja 
instansi pemerintah. Karena output kita gak terlihat gak terukur” 
(Hasil wawancara Kabag Humas, Haryanto, SSTP., M.Hum pada 
tanggal 11 Juli 2017). 
2. Implementasi Kinerja Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi 
Publik 
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       Dalam analisis data peneliti menggunakan teori-teori kegiatan 
kehumasan, yang terdiri dari: Human Relations, Media Relations dan 
Public Speaking.   
a. Human Relations 
       Dalam sebuah lembaga sangatlah penting memelihara sebuah 
hubungan, baik hubungan internal antar sesama pegawai maupun 
hubungan eksternal yaitu dengan pemerintah setempat, para awak 
media massa dan masyarakat. Hal ini harus dilakukan dengan baik 
untuk keberlangsungan pekerjaan maupun dalam membina 
hubungan baik antara lembaga pemerintah dengan pihak yang 
bersangkutan maupun dengan masyarakat. Hal tersebut 
dikemukakan oleh Widjaja (1993:74-75) bahwa hubungan baik 
internal maupun eksternal harus dipelihara dengan masyarakat atau 
khalayak agar tercipta hubungan yang harmonis sehingga 
masyarakat menilai positif terhadap lembaga yang bersangkutan. 
       Maka dari itu Humas dalam melaksanakan kegiatan 
kehumasannya melayani informasi publik memerlukan Human 
Relations, baik untuk hubungan internal maupun eksternal. Pada 
instansi pemerintahan hubungan internal yang dijalin yaitu dengan 
pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
secara umum maupun per Sub Bagian, yang bertujuan untuk saling 
menjaga komunikasi yang baik sehingga kerja sama tim berjalan 
sesuai dengan Tupoksi yang ada terlaksana secara maksimal.  
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1) Hubungan dengan Publik Intern 
a) Hubungan dengan karyawan (employee relations) 
       Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
dalam mengkomunikasikan berbagai hal selain melalui 
meeting atau rapat  juga memilih menggunakan media 
sosial yang dibentuk sebuah grup baik secara umum 
maupun per Sub Bagian masing-masing melalui aplikasi 
WhatsApp. Hal tersebut dilakukan apabila sewaktu-waktu 
ada tugas dan ada informasi dapat secara cepat 
berkomunikasi, seperti penuturan Kasubbag Hubungan 
Media. 
     ”Kalau komunikasi internal di kita ya berkomunikasi 
secara langsung, melalui grup WA, ada grup umum secara 
keseluruhan, ada grup koreksi baliho, di dalam membuat 
baliho itu ada desainer, photographer, ada grup liputan 
pemberitaan, ada 3 grup WA itu komunikasinya” (Hasil 
wawancara dengan Kasubbag Hubungan Media, Mawan Tri 
Hananto, 23/05/2017). 
 
       Sama hal nya yang disampaikan oleh Kabag Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Haryanto, SSTP., 
M.Hum. 
     ”Kami karena hanya satu ruangan komunikasi berjalan 
dengan baik. Kemudian kalau ada hal penting kami juga ada 
staf meeting, ada hal yang perlu kita bahas kita kumpul. 
Kita juga ada grup Humas secara keseluruhan, grup 
pemberitaan, sehingga kalau mau upload, kita bahas lewat 
grup dulu, diedit, termasuk di protokol sama. Kita di rumah 
pun hp gak lepas dari genggaman” (Hasil wawancara 
11/7/2017). 
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Gambar 2 : Screen Shoot Grup WhatsApp Bagian Humas Sekretariat Daerah  
Sumber: Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 : Grup WhatsApp Tim Koreksi Baliho 
Sumber: Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Screen Shoot 
Grup Whats App Bagian 
Humas Sekretariat Daerah 
GAMBAR 3 GRUP WHATS APP TIM 
KOREKSI BALIHO 
GAMBAR 4 GRUP WHATS APP 
BAGIAN PROTOKOLER 
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Gambar 4: Grup WhatsApp Sub Bagian Protokoler 
Sumber: Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5:  Grup WhatsApp Tim Liputan 
Sumber: Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
 
       Jadi mengingat terbatasnya personel atau jumlah SDM 
yang berkerja di Bagian Humas Sekretariat Daerah mereka 
betul-betul sangat menjadwalkan dan membagi tugas 
dengan sebaik mungkin. Jadi semua SDM harus 
mempunyai aplikasi akun WA dan selalu online atau 
GAMBAR 5 GRUP WHATS APP TIM 
LIPUTAN 
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standby apabila sewaktu-waktu ada informasi ataupun 
pekerjaan yang harus dilaksanakan.  
       Kemudian hubungan internal Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Sekretariat Daerah itu 
sendiri melalui Surat Dinas dan undangan rapat ke SKPD 
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Wonogiri. 
b) Hubungan dengan pemegang saham (stackeholder 
relations) 
       Guna menjalin komunikasi dengan stacke holdernya, 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
juga mengelola website resmi Humas 
www.humaswonogirikab.go.id yang merupakan sub domain 
dari website resmi www.wonogirikab.go.id yang dikelola 
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Wonogiri dengan melakukan up-dating konten secara 
berkesinambungan juga sebagai salah satu hubungan 
eksternal dengan masyarakat dan sebagai media publikasi 
melalui media sosial. Konten yang terdapat di web tersebut 
memuat tentang informasi kegiatan di Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri yang dikemas secara modern agar 
dalam penyampaian informasi tidak monoton. Salah satu 
updating konten di website humas yaitu dengan 
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diunggahmya press release atau berita yang sudah dibuat 
oleh Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi.  
       Dalam hal ini Bagian Humas berperan sebagai 
kontributor, yakni memberikan informasi untuk kemudian 
diunggah ke website utama oleh pengelola. Website Humas 
menjadi sumber informasi kedua setelah website utama, 
karena setiap kegiatan, pengumuman ataupun publikasi dan 
dokumentasi kegiatan Bupati pertama kali akan diunggah ke 
website Bagian Humas.  
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Print Screen Halaman Depan Website Bagian Humas SETDA Kabupaten 
Wonogiri 
Sumber: www.humaswonogirikab.go.id 
 
2) Hubungan dengan Publik Ekstern 
a) Government Relations  
       Kemudian hubungan eksternal dengan dengan 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah atau 
Government Relations. Menjalin relasi dengan pemerintah 
pusat merupakan hal yang sangat penting, Karena Bagian 
GAMBAR 7 PRINT SCREEN HALAMAN DEPAN WEBSITE BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN WONOGIRI 
GAMBAR 6 KONTEN WEBSITE BAGIAN 
HUMAS 
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Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri segala 
sesuatu bentuk Tupoksi sesuai dengan keputusan dari 
Pemerintah Pusat sehingga Humas harus patuh dan tunduk 
dengan segala keputusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya 
hubungan dengan Pemerintah Daerah, karena Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki 
Tupoksi sebagai corong pemerintah, memberikan pelayanan 
kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah. Hal 
tersebut harus dilaksanakan karena merupakan Tupoksi dari 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.  
b) Community Relations 
       Penulis selanjutnya menjabarkan mengenai hubungan 
eksternal di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri. Hubungan eksternal yang pertama yaitu dengan 
publik atau masyarakat, Humas sebagai corong pemerintah 
tentu mempermudah masyarakat memperoleh informasi 
yang dibutuhkan. Karena Humas, Pemerintah dapat 
melaksanakan penyampaian informasi mengenai program-
program kerja pemerintah, kebijakan-kebijakan tertentu 
yang akan dilaksanakan serta kegiatan-kegiatan dalam 
melaksanakan kewajiban atau tugas kepemerintahan 
(publisitas). Hal ini juga dikemukakan oleh John D. Millet 
bahwa salah satu fungsi Humas yaitu memberikan 
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penerangan dan informasi tentang apa yang telah 
diupayakan oleh suatu lembaga pemerintahan yang 
bersangkutan (informing and about what an agency is 
doing). Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hubungan 
eksternal yang dikemukakan oleh Widjaja, salah satunya 
Community Relations, yaitu mengatur dan memelihara 
hubungan dengan masyarakat setempat. 
       Dari hasil penelitian penulis, adapun kegiatan Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam 
meningkatkan pelayanan informasi publik melaksanakan 
beberapa kegiatan. Kegiatan Humas tidak lepas dari 
pendokumentasian kegiatan kehumasan baik berupa 
dokumen, foto, arsip berita, klipping dan film. Dokumentasi 
juga diperlukan untuk sumber informasi yang cukup penting 
mengenai suatu peristiwa dan kegiatan kepemerintahan. 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
juga memiliki mobil siaran keliling, untuk memberikan 
informasi di wilayah Kabupaten Wonogiri kepada 
masyarakat setempat. Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri juga membuat majalah Gema yang 
diterbitkan triwulan artinya tiga bulan sekali. 
       Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kabag Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. 
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     “Disini kan juga ada majalah Gema Wonogiri salah 
satunya memang untuk menyampaikan mempublikasikan 
apa yang dilaksanakan oleh Pak Bupati, dan jajarannya 
yang menerbitkan dari Humas, setiap tri wulan yaitu tiga 
bulan sekali. Tapi nanti juga akan kami geser menjadi 
kuartal atau mungkin semester lah, karena dengan 
keterbatasan jumlah personel yang untuk menyusun kan ya 
butuh tenaga ekstra. Majalah kami kirim ke desa-desa, 
kecamatan” (Hasil wawancara 11 Juli 2017). 
 
       Majalah tersebut merupakan produk dari Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri di dalamnya 
memuat tentang kilas Gema yaitu mengenai kegiatan 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri, prakata dari redaksi, 
Gema Utama memuat berita tentang prestasi atau 
penghargaan yang diraih Wonogiri, liputan khusus, Gema 
Wacana, Tilik Desa, Lentera, dan Tradimedika. 
       Setiap satu bulan sekali Bagian Humas berkoordinasi 
dengan Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten 
Wonogiri untuk menyampaikan program-program kerja 
Bupati melalui radio interaktif bersama Bupati Wonogiri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =GAMBAR 8 PRINT SCREEN PRODUK BAGIAN HUMAS SETDA KABUPAYEN WONOGIRI 
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Gambar 6: Print Scheen Produk Bagian Humas SETDA Kabupaten 
Wonogiri 
 Sumber :  www.humaswonogirikab.go.id 
 
       Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
dalam mempublikasikan kegiatan pemerintah lebih 
menonjol melalui baliho, spanduk. Menurut Kabag Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, baliho tersebut 
dikelola oleh DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan 
Kekayaan Aset Daerah), Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) dan SKPD yang lain.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 : Baliho yang sudah terpasang 
Sumber: Dokumentasi dari staf Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi 
 
    Baliho sudah terdapat di beberapa titik strategis di setiap 
Kecamatan Kabupaten Wonogiri, agar menjadi perhatian 
masyarakat. Sehingga dari pihak Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri akan terus mencoba meng-
GAMBAR 9 BALIHO YANG TERPASANG 
86 
 
 
 
update untuk setiap event yang akan dilaksanakan di 
Kabupaten Wonogiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
Gambar 8 : Brosur Hari Jadi ke- 276 Wonogiri Tahun 2017 
Sumber: Dokumentasi dari staf Sub Bagian Pemberitaan dan 
Dokumentasi 
 
       Masyarakat juga diberikan ruang berpartisipasi untuk 
mengunggah artikel, berita yang terjadi di kecamatan 
masing-masing dan mengunggah potensi wisata yang ada 
melalui citizen journalism, dengan cara mengirim dokumen 
tersebut ke email Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
W
o
GAMBAR 10 BROSUR HARI JADI 
KE-276 WONOGIRI TAHUN 2017 
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nogiri   humassetda@gmail.com. 
 
Gambar 10: Konten website Bagian Humas 
Sumber: www.humaswonogirikab.go.id 
 
        Website merupakan sarana salah satu sarana publikasi 
yang apabila dikelola dengan baik akan sangat efektif. 
Apalagi pada masa globalisasi serba canggih seperti saat ini.  
       Twitter juga digunakan sebagai sarana publikasi 
melalui media sosial oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri @humas_wonogiri yang sudah diikuti 
oleh 2,337 followers (pengikut).  
       Selain itu, dalam upaya menjalin hubungan yang 
harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta sebagai 
wadah aspirasi masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
membuat layanan “Halo Mas Jekek” yang berbasis layanan 
SMS 081 222 00 2228 dan email info@halomasjekek.com  . 
Layanan tersebut bertujuan untuk menyampaikan sumbang, 
saran, masukan serta kritik kepada kepemerintahan Bupati. 
Admin tersebut dipegang oleh Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri.  
       Kusumastuti (2002:27) mengatakan kegiatan humas 
pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan 
berbagai macam simbol komunikasi, verbal maupun 
nonverbal. Kegiatan komunikasi verbal, sebagian besar 
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adalah pekerjaan mulai dari menulis proposal, artikel, 
progress report, menulis untuk presentasi, menulis untuk 
pers (press release), membuat rekomendasi, dan 
sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara lain jumpa pers, 
guest guide/open house, announcer, presenter, desk 
informations. Kegiatan komunikasi nonverbal meliputi 
penyelenggaraan pameran, seminar, special event, riset atau 
penelitian, pers kliping . 
       Dari hasil observasi dan wawancara, penulis melihat banyak 
kegiatan-kegiatan kehumasan di Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri yang telah diprogramakan namun belum 
berjalan secara maksimal. Kurangnya pengetahuan masyarakat 
terhadap keberadaan dan program kerja kehumasan yang tidak 
maksimal kemudian menimbulkan pertanyaan melalui kinerja 
kehumasan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
sekaligus dijadikan indikasi keberhasilan kegiatan Humas dalam 
menjalankan kegiatannya.  
b. Media Relations  
       Keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga pemerintah 
merupakan suatu keharusan untuk mempublikasikan tentang 
sesuatu kegiatan atau aktivitas lembaga yang bersangkutan baik 
hubungan masyarakat ke dalam maupun hubungan masyarakat ke 
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luar. Humas pemerintah lebih menekankan public service atau 
demi meningkatkan pelayanan umum.  
       Dalam mempublikasikan informasinya, pejabat Humas 
pemerintah tentunya membutuhkan peran serta media untuk 
mempublikasikan seluruh kegiatan yang telah dijalankan. Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh Lesly dalam Iriantara (2008:29) 
menjelaskan bahwa media relations sebagai berhubungan dengan 
media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespons 
kepentingan media terhadap organisasi. Apa yang diuraikan Lesly 
ini lebih dari sisi manfaat yang diperoleh organisasi dan kegiatan 
yang dilakukan organisasi dalam menjalankan media relations. 
Manfaat tersebut berupa publisitas. Sedangkan kegiatan yang bisa 
menopang publisitas itu adalah merespons kepentingan media. 
       Dalam upaya membina media relations, Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri melakukan berbagai 
kegiatan antara lain : 
1) Press release 
       Siaran pers sebagai publisitas yaitu media yang digunakan 
oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
untuk menyebarkan berita. Jadi setiap kegiatan di Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri (Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat 
Daerah), Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi 
mendokumentasikan baik melalui foto, video atau film juga 
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membuat berita atau press release yang kemudian press release 
tersebut di bagikan kepada wartawan agar dipublikasikan di 
masing-masing surat kabar atau media massa yang dikirimkan 
oleh staf Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi melalui 
email. Kemudian diunggah melalui website Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri agar terekspos.  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Gambar 11 : Kegiatan Press Release Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri 
Sumber: Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi 
      Dari hasil wawancara penulis, Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri menjalin relasi dengan wartawan 
dari berbagai surat kabar. Karena hubungan dengan wartawan 
merupakan hal yang penting untuk mendukung 
mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten wonogiri. 
       Dalam menjalankan  kegiatan media relations, salah satu 
tugas yang harus dikerjakan adalah menjalin hubungan baik 
GAMBAR 11 KEGIATAN PRESS RELEASE BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN 
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dengan wartawan. Humas dan media massa atau pers, tidak 
dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keduanya saling 
membutuhkan, membentuk sinergi yang baik. Humas menjadi 
sumber berita bagi media, sedangakan media menjadi sarana 
publisitas bagi Humas dan para komunikator lebih dikenal oleh 
publik atau masyarakat.  
       Dari hasil penelitian penulis, Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri melakukan kegiatan media 
relations, yaitu menjalin hubungan dengan media massa. Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak hanya 
menjalin hubungan dengan para wartawan saja, akan tetapi juga 
dengan pimpinan perusahaannya yaitu dengan kunjungan kerja 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri ke kantor Pers 
terkait untuk mempererat hubungan dengan media massa 
tersebut. Hal ini seperti penuturan Kabag Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri, Haryanto, SSTP., M.Hum. 
     “Ya otomatis dengan perusahaannya, tapi kemarin beberapa 
bulan yang lalu kami datang ke Suara Merdeka, ke Wawasan 
terus Jawa Pos, Solo Pos, KR itu kita datang kesana kemarin. Itu 
untuk menjalin hubungan baik kita. Karena kita juga tidak bisa 
lepas dengan rekan-rekan wartawan” (Hasil wawancara pada 11 
Juli 2017).  
       Wartawan juga disediakan ruangan khusus untuk bekerja 
yang diberi nama press room. Ruangan tersebut sudah 
dilengkapi dengan fasilitas seperti komputer dan Wifi. Meskipun 
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ruangan tersebut sempit atau kurang representatif untuk 
dijadikan press room.  
       Dari situlah dapat kita ketahui bahwa Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri sangat membutuhkan 
peran serta media untuk mempublikasikan seluruh kegiatan yang 
telah dijalankannya. Media massa yang menjadi mitra Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri antara lain 
Wawasan, Suara Merdeka, Jawa Pos, Solo Pos, Timlo.net, 
TATV, Kedaulatan Rakyat, dan Joglo Semar. Jumlah personel 
wartawan kurang lebih 15 personel, karena dalam satu media 
massa terkadang lebih dari 1 personel yang mewakili.  
2) Media gathering dan Press Tour 
       Kegiatan media relations di Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya adalah media 
gathering, yaitu merancang acara khusus (cenderung informal) 
sebagai sarana pertemuan atau silaturahmi untuk mempererat 
hubungan dengan media atau wartawan. Sekaligus mengadakan 
Press tour, yaitu mengajak kalangan wartawan berkunjung ke 
suatu lokasi, baik yang berada di lingkungannya, maupun ke 
tempat atau lokasi yang memiliki kaitan dengan lembaga 
kehumasan yang dilaksanakan di akhir tahun.  
     “Kami berhubungan dengan media cetak setiap dua bulan 
sekali kita mengadakan media gathering, media gathering itu 
dalam tanda kutip kami makan bersama lah” (Hasil wawancara 
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Kasubbag Hubungan Media, Mawan Tri Hananto, SSTP. 
M.Hum pada tanggal 23 Mei 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12 : Foto bersama acara Media Gathering dengan Bupati Wonogiri 
Sumber: Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi 
 
      Menurut Yosal Iriantara (2008:32), secara sederhana organisasi 
menyampaikan informasi, gagasan atau citra melalui media massa 
kepada publik. Sedangkan publik, bisa menyampaikan aspirasi, 
harapan, keinginan atau informasi melalui media massa pada 
organisasi. Namun publik juga bisa menyampaikan secara langsung 
melalui saluran komunikasi yang tersedia antara publik dan 
organisasi. Saluran tersebut bisa berupa saluran komunikasi formal, 
seperti layanan bebas yang disediakan costumer service organisasi 
bisa juga melalui saluran informal melalui kontak komunikasi 
GAMBAR 12 FOTO BERSAMA ACARA 
MEDIA GATHERING DENGAN BUPATI 
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langsung dengan staf organisasi dalam kesempatan yang informal 
pula. 
       Penulis menjumpai di lapangan, Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri menyediakan layanan bagi 
masyarakat yang ingin meminta informasi, menyampaikan kritik, 
saran, dan masukan melalui kolom Layanan masyarakat yang 
terdapat di website Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri. Layanan serupa juga disediakan oleh pihak Bagian 
Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri melalui SMS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13 : Kolom Layaann Masyarakat 
Sumber : www.humaswonogirikab.go.id 
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GAMBAR 13 KOLOM LAYANAN MASYARAKAT 
GAMBAR 14 KOLOM LAYANAN MASYARAKAT 
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r 14 : Kolom Layanan Masyarakat 
Sumber: www.humaswonogirikab.go.id 
 
       Dengan demikian, media relations bisa diartikan merupakan 
bagian dari PR atau Humas eksternal yang membina dan 
mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai 
sarana komunikasi antara organisasi dan publik-publiknya untuk 
mencapai tujuan organisasi.  
c. Public Speaking  
       Public speaking adalah berbicara di depan umum, bagaimana 
kita menyampaikan pesan atau gagasan yang ingin diketahui oleh 
audiens. Pada instansi pemerintahan, public speaking merupakan 
bagian dari kehumasan tetapi yang lebih menonjol adalah dari segi 
protokolnya. Di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri terdapat Sub Bagian Protokol, bagian ini mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan 
administrasi di bidang pelayanan keprotokolan pimpinan, tata acara 
pelayanan tamu Daerah, dan Sambutan Bupati. Protokoler di 
Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1987, 
adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi 
yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata 
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau 
kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat. 
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       Protokol di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri yang ditugaskan oleh Sub Bagian Protokol bertugas 
melayani Bupati dalam ranah keprotokolan, salah satunya seperti 
acara resmi pemerintahan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh 
Kasubbag Protokol. 
     “Intinya protokol itu adalah pelayan Pak Bupati dalam rangka 
diajak keprotokolan. Baik itu secara resmi maupun acara 
kedinasan. Yang meliputi baik tata tempat, tata upacara dan tata 
penghormatan. Jadi bagaimana melayani Beliaunya menerima tamu  
secara kedinasan dari pusat maupun sampe ke daerah maupun 
kegiatan yang di Wonogiri. Untuk bidang tugasnya seperti tadi 
yang disampaikan terkait dengan tata tempatnya bagaimana, 
duduknya Beliau seperti apa, upacaranya seperti apa, upacara 
bendera, dan tata penghormatannya. Baik sebagai pejabat Negara 
maupun sebagai pribadi sendiri” (Hasil wawancara Kasubbag 
Protokol, Supriyo, SIP., MM pada tanggal 11 Juli 2017).  
 
 
 
Gambar 15: Penempatan tata tempat duduk acara resmi dan tata 
upacara(protokoler) 
Sumber: Dokumentasi Bagian Humas SETDA Kabupaten Wonogiri 
 
       Di situ kita dapat mengetahui bahwa Tupoksi Sub Bagian 
Protokol sudah dilaksanakan sedemikian bagus dan terlaksana 
dengan baik. Kegiatan protokol yang dilakukan Sub Bagian 
Protokol di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
GAMBAR 15 PENEMPATAN TATA TEMPAT DUDU ACARA 
RESMI DAN TATA UPACARA (PROTOKOLER) 
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ini meliputi: mengatur tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, 
pengkondisian acara kedianasan ataupun acara resmi. Sub Bagian 
Protokol juga menyediakan SDM yang bertugas menjadi MC acara 
kedinasan Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretariat Daerah.  
       Hal tersebut sesuai dengan kegiatan protokol yang diatur 
dalam  UU No.8/1987, diantaranya meliputi: 
1. Tata Ruang, adalah pengatur ruang atau tempat yang akan 
dipergunakan sebagai tempat aktivitas. Ruang harus 
dipersiapkan sesuai ketentuan, tergantung dari jenis kegiatan, 
misalnya kegiatan upacara pelantikan dan serah terima jabatan 
akan berlainan dengan tata ruang yang akan dipergunakan 
untuk upacara wisuda sarjana. 
2. Tata Upacara, ialah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu 
acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk 
keperluan itu harus diperhatikan jenis kegiatan, bahasa 
pengantar yang dipergunakan, dan materi aktivitas. Dalam 
upacara, supaya direncanakan siapa yang akan terlibat dalam 
kegiatan upacara, personel penyelenggara dan alat penunjang 
lain. Pengisi acara, misal dalam memberikan sambutan, 
diperhatikan jenjang jabatan mereka yang akan memberikan 
sambutan.  
3. Tata Tempat atau Preseance, ialah ketentuan atau norma yang 
berlaku dalam hal tata duduk para pejabat, yang biasanya 
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didasarkan atas kedudukan ke tata negaraan dari pejabat yang 
bersangkutan, kedudukan administraf/struktural dan 
kedudukan sosial. Tata urutan tempat duduk di Indonesia 
diatur dengan Keputusan Presiden nomor 265 Tahun 1968. 
Tata tempat pada hakekatnya meliputi tata tempat duduk, tata 
urutan memasuki kendaraan, dan tata urutan kedatangan dan 
kepergian atau pulang.   
       Menurut Kasubbag Protokol, pengertian antara MC dan 
protokol disana hampir disamakan, sebenarnya MC merupakan 
bagian dari tugas protokol. Pekerjaan protokol di Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri selalu mengikuti dan 
mengamankan kemanapun Bupati bertugas. Bahkan waktu bekerja 
melebihi batas normal yaitu 24 jam penuh.  
     “Selama Beliau masih menjabat Bupati kemana-mana pun 
selama tugas itu ya kami harus melayani. Itu baik Pak Sekda, 
Wakil Bupati dan Bupati. Memang tugasnya seperti itu, 24 jam 
bahkan lebih. Jadi harus standby, intinya kami sebagai tugas sehari-
hari yang penting kita kerja ikhlas, diparingi kesehatan selama 
melayani Beliaunya” (Hasil wawancara Kasubbag Protokol, 
Supriyo, SIP., MM pada tanggal 11 Juli 2017).  
 
       Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pekerjaan Sub Bagian 
protokol  selain memiliki keahlian di bidang protokoler juga harus 
memiliki hati yang legowo karena waktu kerja mereka full untuk 
melayani Bupati setiap saat Beliau bertugas. Akan tetapi kendala 
yang selalu dihadapi oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri yakni terbatasnya jumlah SDM. Dalam 
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menyiasati hal tersebut Sub Bagian Protokol melakukan hubungan 
eksternal yaitu konsultasi kepada pimpinan, juga berkoordinasi 
dengan SKPD terkait tentang acara Bupati nanti seperti apa, 
kemudian nanti akan  dipersiapkan seperti apa. Kemudian Tupoksi 
Sub Bagian Protokol sebagian masih berada di Bagian Umum. 
Misalnya fasilitas sound system yang harus diatur oleh Sub Bagian 
Protokol masih dihandle oleh Bagian Umum, jamuan-jamuan 
untuk Tamu Daerah, tata tempat sebagian masih Bagian Umum.  
     “kami seolah-olah hanya pegang mic. Intinya kami melayani 
semua tamu-tamu yang ke Wonogiri. MC nya juga kami” (Hasil 
wawancara . Kasubbag Protokol, Supriyo, SIP., MM pada tanggal 
11 Juli 2017).  
       Secara keseluruhan kegiatan public speaking di Bagian Humas  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu protokol sudah 
berjalan secara maksimal, namun terdapat kerancuan dari Tupoksi 
yang dijalankan oleh Sub Bagian Protokol yang sebagian tugasnya 
masih dilaksanakan oleh Bagian Umum, hal ini perlu adanya kajian 
ulang mengenai Tupoksi keduanya.   
       Cara mengukur kinerja menurut Kasubag Protokol sangat 
mudah, selama kegiatan itu lancar kemudian tidak ada evaluasi, 
pimpinan setuju itu sudah dikatakan sukses. Pada intinya jika tugas 
Protokol berjalan dengan baik tidak akan ada komentar atau kritik 
yang masuk.  
       Berdasarkan analisis data di atas, kegiatan-kegiatan kehumasan 
dalam meningkatkan pelayanan informasi publik yang dilakukan 
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oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
merupakan kegiatan silaturahmi. Silaturahmi dalam hal ini adalah 
menjaga hubungan antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan 
masyarakat, yaitu salah satunya dengan melalui kegiatan publikasi 
dan hubungan antara Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten 
Wonogiri dengan media massa atau wartawan. Sehingga tercipta 
hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. 
Silaturahmi menjadi kunci merekatkan tali persaudaraan antar 
sesama. Bahkan melalui silaturahmi, segala aral melintang dan 
persoalan dapat lebih mudah diselesaikan. Hal ini juga diterangkan 
dalam Al- Qur’an betapa pentingnya menjaga silaturahmi, seperti 
dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 1. 
 
 
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 
padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya 
Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. 
 
        Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan 
hubungan antar sesama manusia. Hal itu digambarkan dengan 
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adanya berbagai syari’at tentang hubungan manusia baik yang 
menyangkut hubungan keluarga maupun masyarakat. 
       Implementasi kinerja yang dilakukan oleh Bagian Humas 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan 
pelayanan informasi publik mengalami peningkatan. Hal tersebut 
dapat dilihat dari program kegiatan kehumasan baik internal 
maupun eksternal berjalan dengan baik, hubungan internal pada 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dapat 
dilihat dari komitmen semua pejabat humas dalam bekerja sama 
membagi tugas dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin 
dengan kondisi yang dihadapi yaitu mengenai masalah keterbatasan 
jumlah personil atau SDM yang bekerja disana. Sedangkan 
hubungan eksternal dengan masyarakat dan media massa 
(wartawan) berjalan dengan harmonis, adanya layanan masyarakat 
berbasis SMS dengan jargon “Halo Mas Jekek” menjadikan 
masyarakat semakin mudah untuk menyampaikan kritik, saran, dan 
masukan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dapat 
dijawab dengan cepat. Hal ini dikarenakan adanya informasi yang 
baik sehingga masyarakat paham dan ikut serta dalam pelaksanaan 
kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengalami 
kepuasan atas pelayanan informasi publik. Serta dengan adanya 
website yang terdapat kolom permohonan informasi publik 
mengenai kehumasan itu sendiri atau mengenai data-data di 
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Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan menyertakan data diri 
secara lengkap. Produk Bagian Humas seperti Majalah Gema 
Wonogiri dan Baliho juga menjadi media untuk meningkatkan 
pelayanan informasi publik. 
      Indikator peningkatan tersebut seperti yang dikatakan oleh 
Agus Sarmanto selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Wonogiri. 
       Peningkatan tersebut dapat diketahui melalui 3 indikator yaitu 
pertama, dari segi pendanaan atau anggaran, kedua program yang 
dijalankan, dan yang ketiga dampak bagaimana kegiatan pelayanan 
informasi publik itu masyarakat dapat mengalami kepuasan, bisa 
diterima dan tidak ada komplain. Hal ini karena adanya informasi 
yang baik sehingga masyarakat paham dan keikutsertaan 
masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah meningkat. 
Posisi Humas di Pemerintahan Wonogiri lebih pada supporting 
atau mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Kabupaten 
Wonogiri.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
       Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan  
informasi publik  di Bagian Humas Sekretariat Daerah meningkat, hal ini 
dapat dilihat dari program kegiatan kehumasan baik internal maupun 
eksternal berjalan dengan baik antara lain sebagai berikut: 
1. Kegiatan Humas yang dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri dikerjakan oleh masing-masing Sub 
Bagian meliputi: Sub Bagian Protokol, Sub Bagian Hubungan Media, 
dan Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi. Semua Sub Bagian 
menjalankan kegiatan kehumasan sesuai dengan Tupoksi masing-
masing Sub Bagian. Kendala yang dihadapi Bagian Humas Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu terbatasnya jumlah SDM yang 
bertugas, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan sering mengalami 
kesulitan untuk membagi tugas. 
2. Kegiatan Human Relations, Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri melakukan hubungan internal melalui Surat 
Dinas, rapat atau meeting dan menggunakan media sosial WhatsApp 
dengan membuat Grup umum untuk Bagian Humas, Grup Tim Koreksi 
Baliho, Grup Tim Protokol, dan Grup Tim Liputan. Kemudian untuk 
hubungan eksternal, Bagian Humas Sekretariat 
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Daerah Kabupaten Wonogiri melalui Baliho, Spanduk, radio, Website 
Bagian Humas, Layanan Masyarakat melalui SMS “Halo Mas Jekek”, 
Twitter, Majalah Gema. Kegiatan publikasi yang paling menonjol di 
Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri adalah Baliho, 
sehingga pemanfaatan publikasi melalui internet (website) kurang 
begitu dimaksimalkan.  
3. Kegiatan Media Relations Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri yang dilakukan antara lain: Press Release, Media 
Gathering dan Press Tour. Dengan menjalin relasi dengan wartawan  
dari berbagai surat kabar: Wawasan, Suara Merdeka, Jawa Pos, Solo 
Pos, Timlo.net, TATV, Kedaulatan Rakyat, dan Joglo Semar.  
4. Kegiatan Public Speaking di Bagian Humas Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh Sub Bagian Protokol meliputi: 
mengatur tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, pengkondisian 
acara kedianasan ataupun acara resmi. Sub Bagian Protokol juga 
menyediakan SDM yang bertugas menjadi MC acara kedinasan 
Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretariat Daerah. Hal ini sesuai 
dengan Tupoksi keprotokoleran dan sesuai dengan UU No.8/1987. 
Namun terdapat kerancuan dari Tupoksi yang dijalankan oleh Sub 
Bagian Protokol yaitu sebagian tugasnya masih dilaksanakan oleh 
Bagian Umum. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 
1. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada 
peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti 
tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga 
kecenderungan untuk bias masih tetap ada.  
2. Keterbatasan pada tempat penelitian yang hanya dilakukan pada 
Humas Pemerintahan saja, dan teori untuk menganalisis impelementasi 
kinerja Humas hanya menggunakan teori Human Relations, Media 
Relations dan Public Speaking.  
       Atas dasar ini, maka peneliti mengharap kritik dan saran demi 
perbaikan penelitian ini, peneliti juga berharap penelitian ini bisa menjadi 
lebih sempurna ke depannya.  
C. Saran 
       Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat 
diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu 
mengadakan berbagai kegiatan Diklat atau pelatihan serta 
berkoordinasi mengenai kehumasan di berbagai SKPD-SKPD terutama 
di bidang Protokoler guna untuk menyiasati keterbatasan jumlah SDM 
yang berada di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri 
tersebut. 
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2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri sebaiknya 
perlu berupaya mengoptimalkan penggunaan media terutama 
pemberdayaan website yang lebih rutin. 
3. Perlu adanya pengaturan ulang mengenai Tupoksi Sub Bagian Protokol 
dengan Bagian Umum, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak 
terjadi kerancuan.  
4. Diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan pada lokasi yang lain 
(instansi swasta) agar mendapatkan gambaran tentang implementasi 
kinerja Humas yang lebih luas dan menggunakan teori-teori kegiatan 
Humas yang lainnya.  
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LAMPIRAN 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
(Interview Guide) 
 
A. Wawancara Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Wonogiri 
1. Menurut Anda apa pengertian Humas Pemerintah itu? 
2. Apa tugas Humas di Kabupaten Wonogiri? 
3. Apakah tupoksi Humas itu? 
4. Apakah Tupoksi Humas sudah sesuai dengan SK Bupati? 
5. Apakah Tupoksi Humas berjalanan sesuai dengan aturan yang 
berlaku? 
6. Bagaimana sejarah dan perkembangan Humas Setda Kabupaten 
Wonogiri? 
7. Bagaimana visi dan misi Humas Pemerintah Kabupaten Wonogiri? 
8. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja Bagian Humas 
Setda? 
9. Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung kinerja 
Bagian Humas Setda? 
10. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Humas Setda Kabupaten 
Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyebar informasi 
publik? 
11. Bagaimana komunikasi internal yang dilakukan Humas Setda Kab. 
Wonogiri dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik? 
12. Apakah ada kendala dalam melakukan komunikasi internal? 
13. Bagaimana komunikasi eksternal yang dilakukan Humas Pemerintah 
Wonogiri dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik? 
14. Dalam melakukan komunikasi eksternal, Humas Pemerintah Wonogiri 
menjalin relasi dengan pihak mana saja? 
15. Dalam mempromosikan kebijakan pemerintah, apa saja yang 
dilakukan oleh Humas?  
16. Pada acara forum resmi kedinasan, apa peran Humas di dalamnya? 
  
 
17. Bagaimana cara Humas Setda Kabupaten Wonogiri menentukan 
tingkat keberhasilan kerja? 
18. Apakah dari sumber daya manusia disini sudah memenuhi kriteria bagi 
pekerja Humas? 
B. Wawancara Sub Bagian Pemeberitaan dan Dokumentasi 
1. Apa Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi itu? 
2. Apa tugas Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi? 
3. Apakah pelayanan informasi di Kabupaten Wonogiri sudah maksimal? 
4. Bagaimana kondisi pelayanan informasi publik di Kabupaten 
Wonogiri saat ini? Apakah meningkat, stabil, atau menurun? 
5. Apakah pelayanan informasi melalui pemanfaatan website sudah baik? 
6. Bagaimana pengelolaan website di Humas Setda? Terutama dalam 
pengelolaan konten (berita/informasi)? 
7. Apakah fasilitas untuk bagian dokumentasi sudah bagus? 
8. Apakah dalam pembuatan berita, Humas Setda bekerjasama dengan 
wartawan? 
9. Kegiatan apa saja yang dilakukan Sub Bagian Pemberitaan dan 
Dokumentasi? 
10. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja anda? 
11. Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung kinerja anda? 
C. Wawancara Sub Bagian Protokoler 
1. Apa Sub Bagian Protokoler itu? 
2. Apa saja tugas Sub Bagian Protokoler? 
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan Sub Bagian Protokoler? 
4. Apakah Sub Bag Protokoler menyediakan jasa sebagai MC pada acara 
kedinasan? 
5. Apakah juga melakukan pengaturan penerimaan tamu daerah? 
6. Bagaimana dengan pengaturan acara pelaksanaan Pemerintah Daerah? 
7. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja anda? 
8. Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung kinerja anda? 
 
  
 
D. Wawancara Sub Bagian Hubungan Media 
1. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Sub Bagian Hubungan Media? 
2. Apa yang Anda ketahui tentang pelayanan informasi publik? 
3. Apakah pelayanan informasi publik di Kabupaten Wonogiri sudah 
maksimal? 
4. Apakah ada kendala dalam melaksanakan kinerja sebagai fasilitator 
pelayanan informasi publik di Kabupaten Wonogiri? 
5. Bagaimana kondisi pelayanan informasi publik di Kabupaten 
Wonogiri saat ini? Apakah meningkat, stabil, atau menurun? 
6. Apa menurut Anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana kerja 
dalam pelayanan informasi publik ? 
7. Dalam menjalankan fungsinya humas tidak bisa terlepas dari media, 
kegiatan apa saja yang dilakukan humas agar hubungan dengan media 
berjalan dengan baik? 
8. Humas Setda Wonogiri menjalin relasi dengan media apa saja? Contoh 
wartawan dari Koran X. 
9. Sebagai sarana publisitas mengenai kegiatan Pemerintahan di 
Wonogiri, Humas Setda menggunakan media apa saja? 
10. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja anda? 
11. Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung kinerja anda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN 2 
HASIL WAWANCARA 
 
Kode  : Wawancara  
Topik  : Humas dan Media 
Hari/tanggal : Selasa, 23 Mei 2017  
Waktu  : 10.20-11.49 
Tempat : Kantor Bagian Humas Setda wonogiri 
Informan : Mawan Tri Hananto SSTP., M.Hum. (Kasubbag Hubungan 
Media) 
 
Peneleti:  Apa Visi dan misi Humas Setda kab. Wonogiri? 
Informan:  Tidak ada visi misi khusus di dalam Humas Kabupaten Wonogiri, 
visinya hanya seperti seperti takeline di website resmi Humas 
Wonogiri yaitu “Menduniakan Wonogiri dengan informasi”. 
Peneliti:  Apa saja Fasilitas yang mendukung kinerja Humas Setda? 
Informan:  Kendaraan Dinas, Mobil Publikasi, mobil operasional untuk 
Protokol, mobil operasional pimpinan, ada 3 kendaraan. Kemudian 
fasilitas lain yang mendukung kita, ini kan menyangkut multimedia 
dan sebagainya, ada kamera, video shooting, proyektor dan 
seperangkatnya, jaringan internet, computer, laptop, motor dinas, 
fasilitas jaringan komunikasi (HT), drone, software-software. 
Peneliti:  Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung kinerja 
bagian Humas? 
Informan:  Alat yang perlu diadakan itu alat publikasi melalui baliho, jadi 
untuk baliho itu kan kita punya 2 tempat yang di miliki oleh Bagian 
Humas yang di Alun-Alun Krida Bakti Wonogiri. Sebenarnya kita 
butuh lebih banyak tempat, 2 baliho sebenarnya juga sudah ideal. 
Peneliti:  Apa perlu di setiap kecamatan di kasih baliho? 
Informan:  Nah itu sebenarnya juga bisa, akan tetapi kita berpikir itu kan tidak 
hanya membikin saja tok lalu dibiarkan, itu ada pemeliharaan, ada 
  
 
pajak juga dan sebagainya. Ya paling tidak kalau di Kabupaten 
Wonogiri kalau dibagi menjadi 5 distrik, ya menjadi 5 titik baliho 
di setiap distrik. Misalkan distrik barat itu antara kecamatan 
Selogiri Wonogiri. Paling tidak tambahan 5 baliho itu sudah bagus. 
Karena tidak hanya sekedar buat baliho, tapi syaratnya kan banyak. 
Antara lain ya pemelihraannya bagaimana, pajaknya, ukuran 
balihonya dan sebagainya. Itu yang lebih paham adalah di 
DPPKAD, karena sana yang memutuskan. 
Peneliti:  Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Humas Setda Kab Wonogiri 
sebagai penyebar informasi Publik? 
Informan:  Di Humas setda ini ada 3 kepala Sub Bagian 1. Kasubag Protokol, 
2. Kasubag Publikasi dan Dokumentasi, 3. Kasubag Hubungan 
Media. (Tupoksi di Website) Kegiatannya ya sesuai dengan 
Tupoksi itu,. 
Peneliti:   Bagaimana komunikasi internal yang dilakukan Humas Setda Kab. 
Wonogiri dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik? 
Informan:  Nah kami dalam berkomunikasi itu, dalam birokrasi pastinya 
dengan surat dinas, mengadakan rapat, kita membuat suatu 
undangan, tujuan yang nanti kita undang kemana, misalkan kita 
mengundang dari semua SKPD kemudian dalam rapat itu kita 
menjelaskan bagaimana cara membuat berita yang benar dan 
sebaginya. (komunikasi internal di Setda. Kalau komunikasi 
internal di kita ya berkomunikasi secara langsung, melalui grup 
WA, ada grup umum secara keseluruhan, ada grup koreksi baliho, 
di dalam membuat baliho itu ada desainer, photographer, ada grup 
liputan pemberitaan, ada 3 grup WA itu komunikasinya.  
Peneliti: Apakah ada kendala dalam melakukan komunikasi internal? 
Informan:  Tidak ada, kendalanya mungkin ketika saat-saat tertentu misalkan 
hari libur kemudian ada tugas dadakan sementara tidak semua 
personil di grup WA itu online, ata standby. Tetapi kendala itu 
sudah teratasi dengan kita satu tim saling mengisi. 
  
 
Peneliti:  Apakah semua sudah memilik WA? 
Informan:  Sudah. 
Peneliti:  Bagaimana komunikasi eksternal yang dilakukan Humas 
Pemerintah Wonogiri dalam upaya meningkatkan pelayanan 
informasi publik? 
Informan: Kami juga melalui website, di website itu kita ada pengumuman, 
pengumuman ini menjadi sebuah alat untuk memberi tahu kepada 
masyarakat, hal-hal yang mungkin penting, atau sangat penting 
untuk diketahui oleh public, oleh SKPD lain. Kemudian 
komunikasi eksternal kita melalui twitter, jadi semua SKPD di 
Wonigiri itu sudah mempunyai twitter. Nah, akun-akun twitter itu 
sudah bisa dilihat di website humas. Jadi misalkan Bappeda 
mempunyai kegiatan kemudian ada foto, kemudia di mention dan 
sebagainya. Kemudian juga melalui rapat, melalui line telpon, 
email. 
Peneliti:  Dalam melakukan komunikasi eksternal Humas menjalin relasi 
dengan pihak mana saja? 
Informan:  Komunikasi eksternal kita tentunya dengan pihak-pihak yang 
berkompeten di bidang kehumasan, misalkan yang pasti dengan 
media-media cetak, Koran-koran. Tv dan sebagainya. Kami 
menyiapkan juga disini ruangan khusus untuk press room nya. 
Komunikasi internal pun juga jalan. Jadi wartawan juga sudah 
menjadi satu. Maksudnya menjadi satu itu sudah terbiasa 
berkumpul disini, kalaupun komunikasi eksternal di kedinasan ya 
surat dinas, kalau pihak mana saja selama ini ya dengan media 
cetak.  
Peneliti:  Koran mana saja Pak?  
Informan:  Korannya ada Solopos, Jawa Pos, Timlo, Joglo Semar, Suara 
Merdeka, Jateng Pos, Kedaulatan Rakyat, TATV. 
Peneliti:  Dalam mempromosikan kebijakan pemerintah, apa saja yang 
dilakukan oleh Humas? 
  
 
Informan:   Publikasi. Melalui website www.wonogirikab.com, media social 
twitter @Humaswonogiri sama instagram @humaswonogiri, 
melalui radio, melalui pamphlet, baliho, cetak ya Koran, surat 
dinas, mobil publikasi keliling,  
Peneliti:  Jadi mobil publikasi itu keliling di setiap daerah? 
Informan:  Ya jadi kalau ada informasi yang sangat penting kita keliling ke 
kecamatan-kecamatan. 
Peneliti:  Jadi di mobilnya ada pengeras suaranya itu? 
Informan:  Ada. Itu nanti mobilnya ada di depan sana.  
Peneliti:  Pada acara forum resmi kedinasan, apa peran Humas di dalamnya? 
Informan:  Jadi peran Humas itu masuk di setiap lini. Karena Humas ini kan 
istilahnya sebagai “corong pemerintah” memberikan informasi 
kepada public, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah-
pemerintah daerah, sehingga masing-masing SKPD kita 
memasukkan Tupoksi kehumasan di sana. Dan adan admin-
adminnya yang setiap beberapa periode kita kumpulkan. Jadi 
misalnya setiap kecamatan ada admin, pemberitaan-pemberitaan di 
sana sudah ada yang bertugas untuk memberi informasi kepada 
kita. Atau memasukkan ke web nya secara langsung. 
Peneliti:  Jadi setiap kecamatan-kecamatan diberikan wewenang langsung 
untuk memberikan berita ke web nya? 
Informan:  Ya. Dengan kebijakan bahasa, kebijakan pemberitaan secara sisi 
jurnalismenya itu ada ketentuan-ketentuan yang Humas ini 
bertugas untuk mengatur kebijakannya. Jadi bahasa itu nanti tidak 
seperti bahasa orang dolan,  
Peneliti:  Berati ada editornya? 
Informan:  Ya ada editornya.  
Peneliti: Bagaimana cara Humas Setda Kabupaten Wonogiri menentukan 
tingkat keberhasilan kerja? 
Informan:  Tingkat keberhasilan itu diukur dari pelaksanaan perencanaan 
kegiatan, perencanaan kegiatan itu dituangkan dalam sebuah RKA 
  
 
(Rencan Kerja dan Anggaran), kita tahun depan mau merencanakan 
kegiatan apa tahun ini sudah membuat. ada RKA rinciannya, butuh 
berapa duit humas, melalui proses rapat di Bappeda dan 
persetujuan DPR kemudian muncul DPK (Dokumen Pelaksanaan 
Kegiatan). Tingkat keberhasilan kerja ini sebagaimana perencanaan 
itu tadi, bagaimana akhir tahun tercapai atau tidak, berapa persen 
penyerapan anggaran yang sudah masuk ke dalam Dokumen 
Pelaksanaan Kegiatan tadi. Jadi misalkan mungkin banyak yang 
dikembalikan karena tidak cair atau karena kegiatan itu tidak 
sukses. Tapi selama ini pasti selesai semua.  
Peneliti:  Kalau seumpanya ada kegiatan-kegiatan tambahan di tengah tahun 
itu bagaimana? 
Informan:  Kegiatan-kegiatan tambahan itu banyak , kegiatan tambahan ya 
mungkin tidak teranggarkan. 
Peneliti:  Yang memerlukan dana itu nanti diambil dari mana? 
Informan:   Nah kegiatan tambahan ini terkait kadanga bisa bersifat Tupoksi 
SKPD, misalkan katakanlah kegiatan Gowes olahraga, kami 
sebagai Humas berperan sebagai publikasi akan tetapi kegiatan 
Gowes ini nanti mungkin ada di bagian Dinas Pemuda dan Olah 
Raga, semacam itu. Misalkan lomba pidato atau yang berkaitan 
dengan pendidikan, berarti ada di Dinas Pendidikan. Jadi kegiatan-
kegiatan di luar Tupoksi ini sudah tercover ataupun jika tidak 
tercover biasanya pimpinan khususnya sekretaris Daerah yang akan 
mengambil kebijakan entah  itu apa nanti kebijakannya. 
Mengumpulkan semua SKPD, bagaimana peran satu dengan yang 
lain, contohnya misalkan ada Band misalkan tendanya siapa, nanti 
DPU bisa membantu menyiapkan, bagian konsumsi, bagian umum, 
publikasi Humas. Jadi rata-rata kita ya khusus ke Publikasinya, 
karena yang berhubungan dengan Tupoksinya.  
Peneliti:  Apakah dari SDM disini sudah memenuhi kriteria bagi pekerja 
Humas? 
  
 
Informan:  Kalau untuk SDM kita memang jujur untuk saat ini kurang, artinya 
butuh banyak tenaga pembantu pelaksanaan kegiatan. Misalkan 
tenaga jurnalistik, fotografer, protocol dan sebagainya. Tapi kan 
kita dibatasi oleh aturan, misalkan seperti CPNS ini yang dihandle 
oleh pusat mungkin tahun ini ada kita tidak tahu. Kita butuh orang-
orang semacam itu. Kalau kriteria-kriteria khusus tidak ada aturan 
baku yang diperdakan. Artinya dasar kita menjawab itu kan kriteria 
secara umum, tidak misalnya kalau orang humas itu harus 12345 
yang diPerdakan oleh Bapak Bupati. Itu kan kadang dari 
pemikiran-pemikiran , tidak ada SOP tersendiri.  
Peneliti:  Misalkan kualifikasi harus lulusan ini. 
Informan:  Nah itu sudah umum bahkan protocol itu ya lulusan Komunikasi, 
Desainer, Jurnalistik. Selama ini ya semacam itu yang sudah 
berlaku. 
Peneliti:  Sementara ga sejalur dengan jurusannya tetapi dia berkompeten 
gitu ada? 
Informan:  Ada. Tapi kan kita punya tenaga-tenaga yang tidak hanya khusus 
untuk Jurnalistik, fotografi, kita butuh Tata Usaha dari 
administrasi,  
Peneliti:  Apakah yang Anda ketahui tentang Pelayanan Informasi Publik? 
Informan:  Jadi, dasar komunikasi public adalah UU No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk lebih jelasnya di 
KIP. 
Peneliti:  Apakah pelayanan informasi publik di Kabupaten Wonogiri sudah 
maksimal? 
Informan:  Kita mencoba menyediakan informasi public seperti yang di KIP, 
karena aturannya itu tok UU No. 14 Tahun 2008, acuannya itu. 
Disana ada UU yang namanya PPID (pejabat pengelola informasi 
dan dokumentasi), kita sudah menyiapkan kantor PPID disini, terus 
secara online kita sudah ada di website itu. Ya memang belum 
semua informasi-informasi kita tampilkan. Karena masih ada 
  
 
keterbatasan-keterbatasan data belum semuanya masuk. Jadi pelan-
pelan bisa berjalan kalau untuk khususnya pelayanan informasi 
public.  
Peneliti:  Apakah ada kendala dalam melaksanakan kinerja sebagai fasilitator 
pelayanan informasi publik di Kabupaten Wonogiri? 
Informan:  Selama ini tidak ada. Ya tergantung dari tingkat intensitas orang 
yang mencari data, jadi orang Wonogiri karakternya acuh, beda 
kalau orang di Jakarta atau di kota-kota besar. Kan banyak sekali 
yang mencari data, nah ini kita sudah menyiapkan daftar informasi 
public di KIP, kita sudah menyiapkan informasi yang dikecualikan 
, informasi serta merta. Tapi selama ini ga banyak mungkin karena 
karakteristik. Tapi kita sudah sediakan fasilitasnya misalkan kotak 
saran atau apa 
Peneliti:  Itu penyebabnya kurang sosialisasi atau memang tren 
masyarakatnya? 
Informan:  Bisa jadi tren masyarakat khususnya di Wonogiri itu tidak seperti 
di kota-kota lain, di Solo misalnya, jadi kebanyakan petani-petani 
yang acuh, mungkin media masa tidak punya, jadi ada beberapa 
factor dari masyarakatnya. Artinya kalau kita sudah menyediakan 
fasilitasnya. Ada beberapa pertanyaan pengiriman yang masuk ke 
kami kadang hanya sebatas contohnya ya dia komentar langsung di 
website . 
Peneliti:  Memberikan kritik atau saran? 
Informan:  Permintaan data UMKM, KUKM. Cuma kan kalau seperti itu di 
teruskan ke Dinas Perindustrian KUKM. 
Peneliti:  Dari LSM atau dari perorangan? 
Informan:  Perorangan.  
Peneliti:  Bagaimana kondisi pelayanan informasi publik di Kabupaten 
Wonogiri saat ini? Apakah meningkat, stabil, atau menurun? 
Informan:  Kalau bagi saya meningkat. Karena Saya datang kesini tahun 2017 
saya merombak dunia web dari sisi tampilan yang awalnya 
  
 
mungkin web pemerintah itu kaku, saya menggunakan word press 
saja yang bisa merubah tampilan dan sebagainya kemudian 
responsibilitas di hp. Nah kalau web kabupaten itu ada yang 
mengelola, kalau kami web humasnya, wonogirikab itu jadi yang 
mengurus itu Dinas Kominfo kalau kita web bagian Humas nya, 
jadi kita hanyalah sub domainnya saja kalau elemen yang utama, 
yang menghandle adalah Kominfo. Nah sebenarnya kalau tampilan 
web itu juga tidak terlalu kami tonjolkan, artinya kami simple tapi 
sebisa mungkin kita update berita, yang penting itu. Kalau web 
bagus, tampilan bagus tapi beritanya ga ada sama saja.  
Peneliti:  Jadi ada Admin-adminnya sendiri? 
Informan:  Ada. Untuk pengisian itu ya dari jurnalisnya kemudian dikirim ke 
admin sekaligus editor dimasukkan ke web.  Jadi ada yang meliput. 
Jadi hasil liputan itu juga kita berikan ke mass media.  
Peneliti:  Apa menurut Anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana 
kerja dalam pelayanan informasi publik ? 
Informan:  Kalau tantangan terbesar itu sebenarnya komitmen.  
Peneliti:  Komitmen dalam hal? 
Informan:  Ya komitmen dari SKPD-SKPD sebagai pemberi data, misalkan 
kalau kami disini itu bergerak cepat, misalnya data-data dari 
njenengan lemot kami juga bingung. Kan komitmen, komitmen 
Anda bergerak bersama menyatukan frekuensi, apa yang 
diinginkan oleh pak Bupati. Ketika Pak Bupati sudah memberikan 
suatu sinyal, seperti sinyal radio misalkan kita dalam ruangan ini 
saya menyetel radio wonogiri, kamu boyolali ruangan ini akan 
tidak asyik. Tetapi ketika satu sinyal, kita sama-sama 
mendengarkan satu frekuensi jadi informasi akan tersampaikan. 
Sama halnya dengan tantangan pelaksanaan palayanan informasi 
public, seperti kami yang misalkan bergerak cepat memberikan 
informasi ke pada masyarakat tetapi data itu kan semuanya tidak 
  
 
ada disini. Komitmen dari mereka dan temen-temen yang 
frekuensinya sama  
Peneliti:  Kalau komitmen disini apakah sudah baik? 
Informan:  Komitmen dari mereka sebenarnya kalau kurang tidak, kalau baik 
sekali juga belum, jadi masih dalam tahap terus diingatkan gitu. 
Artinya terus diingatkan itu mungkin juga karena banyak factor, 
misalkan SDM. Misalnya SKPD mana jumlah pegawainya hanya 5 
lalu pekerjaannya banyak pusing juga. Sedangkan kalau kita mau 
mengadakan pegawai tidak bisa, wong keputusan di tangan pusat. 
Sedangkan banyak yang sudah pensiun tetapi tidak ada 
penambahan, jadi faktor-faktornya semacam itu. Tapi dalam 
kondisi di lapangan terjadi semacam itu, kekurangan personil yang 
bertugas untuk mengkomunikasikan. 
Peneliti:  Dalam menjalankan fungsinya humas tidak bisa terlepas dari 
media, kegiatan apa saja yang dilakukan humas agar hubungan 
dengan media berjalan dengan baik? 
Informan:  Kami berhubungan dengan media cetak. setiap dua bulan sekali 
kita mengadakan mengadakan media gathering, media gathering itu 
dalam tanda kutip kami makan bersama lah. 
Peneliti:  Tempatnya berbeda-beda? 
Informan:  Berbeda-beda. Bisa ketika Bapak Bupati menginginkan di ruang 
belakang, atau di rumah makan atau restoran mana.  
Peneliti:  Kegiatannya seperti Sarasehan gitu? 
Informan:  Iya santai.  
Peneliti  Pesertanya yang diundang ? 
Informan:  Yang diundang wartawan yang terdaftar disini. Kemudian selain itu 
kita studi banding biasanya akhir tahun. 
Peneliti:  Setiap tahun atau kondisional saja? 
Informan:  Kondisional saja. Misalkan ke Jogja atau kemana sambil mencari 
ilmu. 
Peneliti:  Sudah pernah ke luar negeri atau belum? 
  
 
Informan:  Belum. Sebenarnya juga pengen, tapi biayanya. (sambil tertawa). 
Semua kegiatan ya bukak aja seperti di  Tupoksi. Tapi pada 
kenyataannya kegiatan ya PPID, mengkondisikan wartawan, 
mengkondisikan unit-unit yang lain.  
Peneliti:  Humas Setda Wonogiri menjalin relasi dengan media apa saja? 
Informan:  Itu ada datanya di sana. 
Peneliti:  Sebagai sarana publisitas mengenai kegiatan Pemerintahan di 
Wonogiri, Humas Setda menggunakan media apa saja? 
Informan:  Baliho, website, media social twitter dan instagram, surat, mobil 
publikasi, radio, kalau tv sendiri belum punya.  
Peneliti:  Kalau drone tadi punya berapa? 
Informan:  Satu. Biasanya digunakan untuk event-event tertentu, upacara, 
gowes,  atau apa. 
Ini baru ada setelah saya masuk. Kamera 4 buah, video shooting 2 
buah. Dibantu oleh sekretaris pribadi. Ketika ada kegiatan Bupati 
ketika kita tidak bisa meliput, foto nanti akan dibantu oleh Sekpri 
Bupati.  
Peneliti:  Sejauh mana Humas melakukan kegiatan Human relation, media 
relation dan public speaking? 
Informan:  Kalau human relations itu tergantung personil pribadi, seperti yang 
saya sebutkan diawal tadi, kita adakan teknikal meeting, kegiatan 
kita sesuai dengan perencanaan-perencanaan tadi, kalau public 
speakingnya focus di keprotokoleran, kami mengadakan lomba 
juga, rencananya tahun depan itu ada diklat keprotokoleran atau 
workshop. Kemudian untuk media relations ke depannya akan kita 
coba untuk lomba jurnalis, menulis cerita rakyat atau apa, lomba 
desain, fotografi. Itu juga salah satu cara untuk mencari bibit-bibit 
itu, kalau untuk ke yang lain kita adakan breafing.  
 
 
  
 
Kode  : Wawancara 
Topik  : Protokoler 
Hari/tanggal : Selasa, 11 Juli 2017 
Waktu  : 13.30-14.00 
Tempat : Kantor Bagian Humas Setda wonogiri 
Informan : Supriyo, SIP., MM. (Kasubbag Protokol) 
 
Peneliti: Sub Bagian itu menurut Bapak apa sih? Tugas dan pengertiannya. 
Informan: Intinya protokol itu adalah pelayan Pak Bupati dalam rangka diajak 
keprotokolan. Baik itu secara resmi maupun acara kedinasan. Yang 
meliputi baik tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Jadi 
bagaimana melayani Beliaunya menerima tamu  secara kedinasan 
dari pusat maupun sampe ke daerah maupun kegiatan yang di 
Wonogiri. Untuk bidang tugasnya seperti tadi yang disampaikan 
terkait dengan tata tempatnya bagaimana, duduknya Beliau seperti 
apa, upacaranya seperti apa, upacara bendera, dan tata 
penghormatannya. Baik sebagai pejabat Negara maupun sebagai 
pribadi sendiri.  
Peneliti: Berarti kegiatan internal dan eksternal protokol juga ikut Pak? 
Informan: Selama Pak Bupati keluar atas nama Bupati kami ikut. Tapi kalau 
beliaunya acara pribadi kami ndak bisa ikut, karena yang kami 
amankan jabatannya Bupati. Selama Beliau masih menjabat Bupati 
kemana-mana pun selama tugas itu ya kami harus melayani. Itu 
baik Pak Sekda, Wakil Bupati dan Bupati. Jadi terkadang dari Pak 
Bupati sampai malam sama seperti kemarin baru saja kami 
menerima tamu dari Menteri PPDT, kami menjemput di bandara 
jam 8, kami pulang sampai hotel Solo jam 3 pagi. Memang 
tugasnya seperti itu, 24 jam bahkan lebih. Jadi harus standby, 
intinya kami sebagai tugas sehari-hari yang penting kita kerja 
ikhlas, diparingi kesehatan selama melayani Beliaunya. Kami 
bekerja di Protokol itu kurang lebih ada 14 tahun, untuk saat ini 
  
 
staf kami hanya 3 personel, yang MC itu 2 orang. Jadi pengertian 
antara Protokol dengan MC terkadang hamper disamakan, padahal 
untuk MC nya itu hanya bagian dalam protokol.untuk protocol 
secara luas kan itu tadi, tata tempatnya seperti apa, settingnya 
seperti apa, tata penghormatannya sebagai tamu kan nanti diatur, 
kemudian upacaranya upacara bendera seperti apa, upacara non 
bendera seperti apa, acara resmi seperti apa, acara kenegaraan 
seperti apa. Jadi baik tamunya dari Presiden sampai dengan jajaran 
kami itu terlibat, yang penting kami mengikuti kegiatan Pak 
Bupati. Selera pimpinan itu seperti apa, jadi kami tidak langsung 
“ini bakunya seperti ini lho Pak” , tidak. Kalau minta seperti ini ya 
oke. Sesuai permintaan, tapi dengan catatan yang rambu-rambu itu 
tetap kita jalankan. Beliaunya menghendaki seperti ini oke, tidak 
langsung baku, harus begini aturannya sepeti ini Pak, beliau tidak 
berkenan, yasudah kita turuti. Presiden seperti ini kita mengikuti, 
Bupati seperti ini kita mengikuti, Gubernur seperti ini kita ikuti. 
Intinya sama di protocol. Permasalahan juga sama saya kira itu. 
Peneliti: Kendalanya? 
Informan: Kendalanya seperti kurangnya personel. 
Peneliti: Selama ini berapa yang bertugas di Protokol? 
Informan: Untuk ini yang bagian MC itu hanya 2, jadi kalau protocol suatu 
saat kalau ada Bupati. Tetap protocol seperti ini. Untuk MC belum 
tentu, selama dia mampu ya gak papa. MC nya ya gak selalu dari 
kami. Misal Presiden kesini, tidak selalu MCnya dari sini. 
Gubernur kesini juga tidak selalu MC nyan sini. Tapi kita tetap 
duduk mengawasi. Jadi kalau kami mengarahkan ke kanan padahal 
Gubernur menghendaki  agak ke kiri ya sudah saya duduk kiri, 
karena tetap tunduk pada atasan. Karena kita melayani atasan. 
Selama itu tetap koordinasi selera pimpinan seperti apa kita siap 
membantu.  
Peneliti: Lalu fasilitas apa saja yang digunakan untuk kegiatan protokoler? 
  
 
Informan: Untuk fasilitas yang sudah difasilitasi terutama untuk alat 
komunikasi sudah, kemudian untuk transportasi ada, kendaraan 
roda 4 ada, yang digunakan sewaktu-waktu siap. Kemudian alat 
komunikasi sementara baru 1, kemudian untuk wireless sudah ada, 
yang kurang ya sepertinya itu tadi untuk SDM, saya kira hanya 
SDM. Untuk alat komunikasi dalam bentuk HP dan HT. HT untuk 
komunikasi agar tidak boros biaya jarak dekat. Untuk jarak jauhnya 
memaki HP. Tapi untuk anggran kuota internet dan pulsa untuk di 
Wonogiri sendiri belum, mungkin di Pemkab lain sudah. Di 
Sukoharjo sudah, yang diurus di Bagian umum, di Wonogiri baru 
dikonsultasikan. Belum diagendakan dan belum dianggarkan. 
Mungkin rencana ke depan bisa seperti itu. 
Peneliti: Lalu untuk fasilitas apa saja yang perlu diadakan? 
Informan: Menurut Saya untuk fasilitas sudah cukup, karena untuk bekerja 
kan saling mendukung, jadi kegiatan protokoler seperti ini mungkin 
perlu layar, o ini bagian pemberitaan atau publikasi, atau bagian 
umum, termasuk sound system itu kan bagian umum, hanya saja 
karena protokol Wonogiri istilahnya sebagian masih melekat di 
Tupoksi Bagian Umum. Misalnya kita harusnya yang mengurusi 
untuk tamu-tamu itu bagian humas, karena tahun 2000 protokol itu 
bagian dari umum kemudian pecah dijadikan menjadi bagian dari 
humas, sebagaian fungsi masih di bagian umum, misalnya tadi 
harusnya sound system kan bagian protokol, tapi sementara masih 
di bagian umum. Jamuan-jamuan, tata tempatnya sebagaian masih 
di bagian umum, kami seolah-olah hanya pegang mic. Intinya kami 
melayani semua tamu-tamu yang ke Wonogiri. MC nya juga kami.  
Peneliti: Suka duka menjadi protokoler? 
Informan: Kalau saya duka nya ndak ada, yang penting jadi protokol itu kan 
intinya kan dukungan dari keluarga, selama keluarga itu 
mendukung. Karena on time, setiap saat dibutuhkan on time. Tapi 
kalau dukungan dari kelurga tidak ada nanti juga bertentangan. 
  
 
Misalnya dibutuhkan Pak Bupati jam 11 malam, tapi dari pihak 
keluarga tidak mendukung ya tidak bisa jalan. Intinya harus ada 
dukungan keluarga, jaringan komunikasi dengan instansi terkait, 
komunikasi dengan pimpinan dengan rekan-rekan semuanya. 
Setiap saat berangkat pagi pulang malam enjoy saja. Yang penting 
dikerjakan dengan suka rela dan ikhlas selama melayani beliaunya. 
Nanti tugas yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan tertib.  
Peneliti: Komunikasi internal seperti apa yang dilakukan oleh sub bag 
protokoler ini? 
Informan:  Kalau komunikasi internal sebelum ada kegiatan kita 
melaksanakan meeting bersama teman-teman internal protokol, 
nanti pembagian tugas antar staf setelah itu kita laksanakan, kami 
tinggal mengawasi staf-staf seperti ini. Nanti kalau sudah selesai 
kita evaluasi, o tadi tugas kamu kurang seperti ini, untuk 
menyempurnakan seperti itu, nanti juga ada masukan evaluasi sama 
pimpinan.  
Peneliti: Apakah ada kendala dalam melakukan komunikasi internal? 
Informan: Terkadang ada kendala terjadinya mis komunikasi pasti, karena 
mungkin cara penyampaikan ada yang kurang jelas. Kita 
kendalanya juga di kurangnya personel itu tadi.  
Peneliti: Komunikasi eksternal? 
Informan: Kita harus konsultasi kepada pimpinan, kita juga harus 
berkoordinasi dengan SKPD terkait tentang acara Pak Bupati nanti 
seperti apa, kemudian nanti kita persiapkan seperti apa. Selanjutnya 
kita laporkan kepada pimpinan apa yang sudah kita lakukan.  
Peneliti: Bagiamana cara menentukan tingkat keberhasilan kerja? 
Informan: Selama kegiatan itu lancar, kemudian tidak ada evaluasi, pimpinan 
setuju itu sudah sukses. Intinya kalau protokoler itu sukses dan 
bagus tidak ada yang menilai atau mengkritik. Tapi kalau ada suatu 
masalah sedikit pasti diingat-ingat. Protokol dan MC memang 
seperti itu kalau berjalan dengan baik tidak ada yang ingat. 
  
 
Memang tugasnya seperti itu. Kalau kurang seperti apa kita 
menyempurnakan.  
 
 
 
 
 
 
 
Kode  : Wawancara 
Topik  : Kehumasan  
Hari/tanggal : Selasa, 11 Juli 2017 
Waktu  : 14.00-15.00 
Tempat : Kantor Bagian Humas Setda wonogiri 
Informan : Haryanto, SSTP., M.Hum. (Kabag Humas) 
 
Peneliti: Menurut Bapak pengertian Humas di Wonogiri itu seperti apa? 
Informan: Kalau Humas itu kan kalau secara harfiahnya kan Humas 
Hubungan Masyarakat kan, tapi intinya kalau dari Tupoksi kami itu 
kan sebagai jembatan antara apa yang disampaikan yang ingin 
dipublikasikan oleh Pak Bupati, Pak Wakil dan di Sekretariat 
sendiri kepada masyarakat. Istilahnya sebagai corongnya 
pemerintahan humas kan seperti itu, itu kalau garis besarnya 
kehumasan, walaupun di dalamnya banyak sekali apa yang 
dipublikasikan termasuk kami memberikan pelayanan kepada Pak 
Bupati, Pak Wakil Bupati termasuk tugas dari kehumasan disini 
intinya itu.  
Peneliti: Sesuai dengan SK Bupati ? 
Informan: Kalau SOT nya, SOT terbaru itu kan 2016. Ada perda-perda 
tentang structural organisasi pemerintahan Wonogiri yang salah 
satunya disana menyebutkan ada dari 9 bagian yang ada di 
  
 
Sekretariat Daerah itu salah satunya adalah Bagaian Humas. Itu 
kalau perda yang mengatur tentang wadah humas. PPID disini ada 
perdanya mulai dari KIP, ada perdanya tahun 2014, nanti dicari. 
Soalnya gak begitu hafal.  
Peneliti: Apakah Tupoksi Humas berjalan sesuai dengan aturan yang 
berlaku? 
Informan: Ya. Dalam arti kami menjembatani antara pemerintah dengan 
masyarakat atau yang dibutuhkan masyarakat memang kami 
mencoba,melayani termasuk kami pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil 
Bupati termasuk pak Sekda. Ya seandainya ada kekurangan 
keterbatasan itu memang faktor yang pertama yang jelas jumlah 
personel yang ada, disini karena PNSnya hanya 12 orang. Protokol 
sendiri hanya ada 4 orang, kemudian untuk yang publikasi dan 
hubungan media hanya rata-rata 4 orang lah. Masing-masing Sub 
Bagian ada yang 4 ada yang 3, karena bagian itu termasuk saya. 
Sehingga di protokol sendiri itu misalnya ada kegiatan satu hari ada 
kegiatan 2 atau 3 itu sudah bingung membagi protokolnya. Jumlah 
SDM itu sangat menjadi kendala bagi kami. Kalau terkait dengan 
kulatitas SDM nya saya kira sudah cukup lah bagi yang ada disini 
karena rata-rata staf yang ada disini kan sudah staf-staf yang 
bertugas lama. Sehingga memang sudah tahu betul apa yang sudah 
menjadi tugas pokok dan fungsinya. Hanya saja jika kegiatan ini 
berjalan bersamaan itu memang menjadi kesulitan bagi kami untuk 
membagi personel. Dan ini terjadi tidak hanya di Humas, di semua 
bagian dan di semua SKPD itu memang sangat kekurangan jumlah 
personel yang bekerja. Hampir seluruh Pemkab lah itu, bukan 
hanya di Wonogiri saja.  
Peneliti: Jadi harus kerja lebih keras lagi? 
Informan: Ya. Kerja keras itupun kalau kegiatan berjalan bersamaan kan tidak 
bisa dibagi itu, kalau mungkin acara protokol itu kan misalnya 3 
berjalan bersamaan karena kita hanya 2 protokol kan gak jalan. 
  
 
Kalau waktunya sama kan gak bisa dilembur. Kalau memang 
waktunya berbeda kan kita bisa lembur dan bisa bagi tugas. Kita 
sudah biasa kerja sampai jam 5 jam 6 nanti pulang sebentar mandi 
balik lagi kesini sampai malam jam 12 jam 1 itu sudah biasa.  
Peneliti: Untuk menyiasati kekurangannya personel itu seperti apa Pak? 
Informan: Kalau sekarang  untuk solusinya gak ada karena apalagi dengan 
tidak adanya penambahan formasi CPNS semantara untuk 
mengangkat tenaga kontrak pun tidak diperbolehkan mau tidak 
mau apa yang ada sini kita maksimalkan, dan langkah-langkah kita 
sendiri yaitu bagaiman caranya untuk mentrasfer ilmu 
keprotokolan, dokumentasi itu ke SKPD-SKPD maupun ke instansi 
lain lah, jadi itu disana ada acara Pak Bupati. Itu harapan kami 
kedepan. Di tahun ini kan ada BINTEK terkait dengan 
keprotokolan, kehumasan nanti tujuan kami memang itu. Artinya 
dengan jumlah personel yang ada harapan kami bisa dibantu oleh 
pegawai-pegawai yang ada di masing-masing SKPD, di sekolah, di 
instansi vertical, jadi begitu disana ada acara yang dihadiri Pak 
Bupati itu tidak tergantung dengan kami. Disana sudah bisa 
melakukan tapi kami tetep nempel Pak Bupati dalam arti nempel 
kegiatannya dalam mempersiapkannya, tapi kan kami hanya 
sebatas memantau saja. Harapan kami seperti itu. Jadi acara-acara 
yang dihadiri Pak Bupati tidak tergantung pada Humas disini. Itu 
salah satu solusi untuk kami mensiasati jumlah personel, karena 
kalau jumlah personel kan menjadi wewenang pusat, kami kan 
kalau mengangkat orang tidak bisa, maka dari itu bagaimana kita 
mentransfer ilmu itu saja. Mungkin sedikit mengurangi pekerjaan 
kami.  
Peneliti: Lalu fasilitas apa saja yang mendukung kinerja di Humas saat ini? 
Informan: Fasilitas yang jelas mobil ada 3 yang operasional humas, terus 
kemudian kalau sarana pendukungnya untuk dokumentasi juga 
sudah ada. Mulai dari kamera, handy cam, video shooting, 
  
 
walaupun memang bisa dikatakan sebetulnya memang sudah layak 
ganti, tapi ini kami tahun depan berupaya untuk mengganti alat-alat 
dokumentasi karena ternyata dokumentasi itu memang sangat 
penting. Baik dokumentasi visual maupun audio visual. Karena 
begitu kami mencoba menampilkan dari masa ke masa seperti 
contoh pasar Wonogiri tahun sekian dengan tahun sekarang itu 
banyak orang tertarik ternyata. Terminal angkuta Bus itu juga 
sama. Dan proses pembangunan waduk itu, ternyata begitu kami  
tayangkan walaupun dengan gambar yang kualitas dulu yang sudah 
disimpan sekian puluh tahun ternyata antusias masyarakat melihat 
itu memang bagus. Sehingga harapan kami apa yang bisa kita 
laksanakan sekarang itu memang harapannya bisa untuk sejarah 
yang akan datang. Alat-alat komunikasi HP, HT. 
Peneliti: Kegiatan apa saja yang dilakukan Humas Setda dalam 
melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan informasi kepada 
publik Pak? 
Informan: Kalau kegiatan disini yang kami coba pertama lewat baliho, 
spanduk. Kami kan mempunyai beberapa titik baliho, baik 
miliknya Humas maupun miliknya Pemkab. Dalam arti dikelola 
oleh DPPKAD, Kominfo, maupun SKPD yang lain. Kami mencoba 
menggerakkan mengkoordinasikan kepada SKPD-SKPD yang ada 
agar apa yang sudah diprogram Pak Bupati itu tersampaikan disana. 
Walaupun memang bisa dikatakan terkait dengan baliho itu kan 
kalau untuk masa-masa sekarang itu bisa dikatakan agak terlambat. 
Sekarang kan sudah musimnya videotron sebenarnya, tapi 
videotron kan bisa dikatakan untuk saat ini masih barang mahal. 
Nanti harapan kami kedepan dari Diskominfo mengusahakan 
videotron, 2018-2019 pasti. Kalau yang ada sekarang kan di 
perempatan RSUD Wonogiri itu tapi kan kecil, kualitasnya juga 
kurang.  
Peneliti; Baliho sudah ada berapa titik? 
  
 
Informan: Kalau baliho Humas itu kurang hafal, tapi yang jelas yang 
dimiliki Pemkab itu di setiap Kecamatan ada, di titik strategis ada. 
Sehingga kami mencoba untuk update terus. Sehingga untuk 
program Pak Bupati itu kan Panca Program itu. Panca Program 
Pak Bupati tetap kami sampaikan ke baliho tersebut terus 
kemudian kami yang ada di sekitar Kabupaten kami mencoba 
untuk lebih up to date lagi. Jadi setiap event, setiap peringatan itu 
kami mencoba untuk menyampaikan agar bentuk perhatian 
Pemkab terhadap kegiatan tersebut. Misalnya seperti mungkin 
terkait dengan Hari Peringatan Koperasi yang tanggal 12 Juli. 
Mungkin masyarakat umum tidak begitu memperhatikan nah 
kami mencoba masuk lewat sana, Pak Bupati menyampaikan 
ucapan selamat tema Hari Koperasi, hampir setiap event. 
Misalkan satu minggu itu 2 kali ganti tema, tapi untuk bulan Juli 
ini temanya hanya sedikit. Agustus itu kan mungkin satu bulan ful 
temanya membahas Hari Kemerdekaan. Kami mencoba 
menyampaikan mempublikasikan kepada masyarakat seperti itu. 
Terus kemudian kami juga bekerja sama dengan, bukan bekerja 
sama tapi kami mencoba mengkoordinasikan dengan kecamatan 
dan desa. Agar disana juga ada baliho yang bisa untuk 
menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah yang ada di tingkat 
kecamatan maupun desa. Termasuk kalau yang radio itu kan 
dibawah Diskominfo, tapi kami sendiri turut berkomunikasi agar 
program-program dari Pak Bupati disampaikan. Setiap satu bulan 
sekali itu ada kegiatan live siaran di radio di Kominfo Leading 
Sektornya. Kami kan sebagai koordinator kehumasan kami 
sendiri kan juga memantau dan mengkomunikasikan, 
menjadwalkan Pak Bupati untuk acara bulan ini tanggal berap 
terus jam berapa temanya apa, kan gitu.  
Peneliti: Untuk secara elektronik seperti media social contohnya web 
seperti itu? 
  
 
 Informan: Kalau web ada, web Pemkab Wonogiri maupun web Humas. 
Kalau yang medsos itu kalau Humas hanya twitter, ada adminnya 
disini ada. Instagram belum. Memang arah kami tidak begitu 
menyentuh ke medsos. Karena medsos sekarang kan sudah tau 
sendiri, disana tempatnya persekusi seperti itu lho. Sehingga kita 
menayangkan hal baik pun disana kita tetap diserang. Padahal 
begitu kita diserang, kita ditanya sebenarnya bagus, kita selalu 
dapat informasi tapi kan setiap pertanyaan, setiap informasi itu 
kan kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, apakah 
kita hanya sebatas memberikan janji-janji kan tidak. Kita harus 
action, sehingga masukan-masukan dari masyarakat itu memang 
kita coba kembalikan ke relnya. Jadi kita manfaatkan sepenuhnya 
forum-forum yang sudah ada aturannya, seperti musyarawarah 
desa ada dokumentasinya, musyawarah dusun, musyawarah 
kecamatan, musyawarah kabupaten, sehingga apa yang kita 
laksanakan itu memang yang benar-benar dibutuhkan oleh 
masyarakat. Karena kalau lewat medsos itu sendiri mungkin ada 
yang benar ada yang tidak benar. Kalau energy kita sudah 
terkuras habis untuk melayani yang ada di medsos, kapan kita 
bekerja?. Kalau kita hanya memberikan janji tetap diserang. Maka 
dari itu untuk medsos untuk publikasi itu kita batasi. Kita bekerja 
berdasarkan data yang ada, dokumen yang ada, sesuai dengan 
perencanaan, sehingga apa yang kita laksanakan itu memang akan 
benar-benar menyelesaikan masalah. Apakah itu akan 
menyelesaikan masalah secara keseluruhan? Saya kira tidak, 
karena anggaran terbatas, personel terbatas, waktu juga terbatas, 
dengan segala keterbatasan.  
Peneliti: Jadi selama ini kalau masyarakat ingin memberikan kritikan 
kepada Humas melalui apa? 
Informan: Di web bisa, bahkan masyarakat mau menulis pun ada kolom nya. 
Misalkan ingin menayangkan potensi wisata di desanya agar 
  
 
dimuat di Humas itu ada. Disini kan juga ada majalah Gema 
Wonogiri salah satunya memang untuk menyampaikan 
mempublikasikan apa yang dilaksanakan oleh Pak Bupati, dan 
jajarannya yang menerbitkan dari Humas, setiap tri wulan yaitu 
tiga bulan sekali. Tapi nanti juga akan kami geser menjadi kuartal 
atau mungkin semester lah, karena dengan keterbatasan jumlah 
personel yang untuk menyusun kan ya butuh tenaga ekstra. 
Majalah kami kirim ke desa-desa, kecamatan.  
Peneliti; Untuk komunikasi internalnya? 
Informan: Kami karena hanya satu ruangan komunikasi berjalan dengan 
baik. Kemudian kalau ada hal penting kami juga ada staf meeting, 
ada hal yang perlu kita bahas kita kumpul. Kita juga ada grup 
Humas secara keseluruhan, grup pemberitaan, sehingga kalau 
mau upload, kita bahas lewat grup dulu, diedit, termasuk di 
protokol sama. Kita di rumah pun hp gak lepas dari genggaman.   
Peneliti; Lalu apa kendalanya? 
Informan: Kalau kendala disini ya dari masing-masing tadi banyak 
kendalanya. Misalnya sarana prasarana, kamera sebenarnya sudah 
layak ganti, handy cam, video nya sudah tidak layak lagi untuk 
mendokumetasikan kagiatan Pak Bupati. Kamera terbaru kita 
sudah dari tahun 2014.  
Peneliti: Komunikasi eksternalnya menjalin relasi dengan siapa saja dan 
seperti apa? 
Informan: Kalau eksternalnya terutama dengan rekan-rekan wartawan, 
karena mereka ikut membantu mempublikasikan semua kegiatan 
Pak Bupati. Terus kami juga menjalin komunikasi dengan SKPD 
yang lain. Disini ada untuk wadah aspirasi masyarakat, yaitu 
“Halo Mas Jekek” itu basisnya SMS. Adminnya di Humas. Tapi 
kan kami baru membentuk kontributor-kontributor yang di daerah 
ya seperti SKPD tadi. Jadi harapan kami begitu ada sms masuk itu 
  
 
memang diolah oleh tim masing-masing SKPD kemudian masuk 
di kami apa yang disampaikan kita mencoba menjawab. 
Peneliti; Jadi bukan langsung Pak Bupati yang menjawab? 
Informan: Ya tetep kami matur Pak Bupati. Kalau ke Pak Bupati kan terkait 
pada kebijakan. Jadi itu kami menjalin relasi-relasi dengan OPD 
itu. Kamudian salah satunya kami juga mencoba untuk 
mempublikasikan itu kalau bisa dari masing-masing SKPD. Karena 
disalah satu tugas di masing-masing SKPD itu ada tugas 
kehumasan. Kami mencoba menyentuh itu agar mempublikasikan, 
karena kalau semua itu tergantung kepada Humas, kami tidak 
mampu. Kalau humas disini kan hanya bertugas melayani Pak 
Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda. Tapi kalau sudah melangkah ke 
Dinas teknis bukan ranah dan kewenangan kami, kami hanya 
sebatas mengkoordinasikan saja. Sebetulnya di masing-masing 
SKPD kan ada web nya, tapi ada yang aktif ada yang tidak. Kami 
mencoba untuk mewadai  berita-berita SKPD yang kurang aktif. 
Tapi akhir-akhir ini kita kurang begitu aktif karena bulan Mei 
kemarin Hari jadi Wonogiri. Juni sudah puasa sehingga tenaga 
kami sangat terkuras disana. Kegiatan ramadhan kemarin kan kami 
juga mengikuti.  
Peneliti: Tadi kan menjalin relasi dengan wartawan, itu surat kabar dari 
mana saja Pak? 
Informan: Wawasan, Suara Merdeka, Jawa Pos, Solo Pos, Timlo.net, TATV, 
Kedaulatan Rakyat, sama Joglo Semar. Kalau wartawannya sekitar 
15 personel. Karena 1 media kan kadang lebih dari 1 orang.  
Peneliti: Ada ruangan tersendiri untuk wartawan? 
Informan: Ada kami sediakan di Press Room, ya sebenarnya belum layak lah. 
Tapi kami mencoba akan kami fasilitasi lebih baik lagi. Wifi sudah, 
computer sudah, tapi tempatnya itu yang kurang representative.  
Peneliti: Menjalin relasi hanya dengan wartawannya saja atau dengan 
pimpinannya? 
  
 
Informan: Ya otomatis dengan perusahaannya, tapi kemarin beberapa bulan 
yang lalu kami datang ke Suara Merdeka, ke Wawasan terus Jawa 
Pos, Solo Pos, KR itu kita datang kesana kemarin. Itu untuk 
menjalin hubungan baik kita. Karena kita juga tidak bisa lepas 
dengan rekan-rekan wartawan.  
Peneliti: Bagaimana cara di Bagian Humas SETDA ini untuk mengukur 
tingkat kinerja? 
Informan: Kalau dipemerintahan kan kita kesulitannya untuk menentukan 
batas wajar, walaupun sekarang sudah dibuat tapi juga belum 
optimal. Contoh surat undangan misalnya, itu kan juga tidak ada 
batas normalnya, kalau semakin lama itu suratnya yang sulit atau 
orangnya yang tidak bisa? Untuk standar operasinya memang sulit, 
beda dengan swasta karena hasilnya berupa produk, karena jelas. 
Itu tadi secara personal, tapi untuk pengukuran kinerja secara 
keseluruhan kehumasan secara kelembagaan itu ada, setiap tahun 
ada, laporan perkembangan setiap bulan, yang disesuaikan dengan 
perencanaan, sesuai atau tidak, dilaksanakan atau tidak, 
pertanggung jawabannya bagaimana. Itu untuk mengukur kinerja 
instansi pemerintah. Karena output kita gak terlihat gak terukur.  
Peneliti: Tapi secara keseluruhan selama ini kinerja Humas sudah baik? 
Informan: Jika saya disuruh menilai ada satu sisi yang menonjol tapi disisi 
lain ada banyak kekurangan. Tapi kita selalu berusaha lebih baik 
daripada yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kode  : Wawancara 
Topik  : Publikasi dan Dokumentasi 
Hari/tanggal : Selasa, 11 Juli 2017 
Waktu  : 15.00-15.30 
Tempat : Kantor Bagian Humas Setda wonogiri 
Informan : Sutrisno, SIP. (Staf Pemberitaan dan Dokumentasi) 
 
Peneliti: Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Sub Bagian Pemberitaan 
dan Dokumentasi Pak? 
Informan: Kalau secara garis besar itu kegiatan pendokumentasian baik video 
maupun foto, kemudian yang terkait publikasi itu ada release, bisa 
dari website maupun dari release media. Kita juga punya media 
Gema Wonogiri salah satu majalah terbitan dari Bagian Humas, 
  
 
kemudian untuk kegiatan tahun 2017 itu sebenarnya ada nanti tak 
carikan datane nanti tak WA aja.  
Peneliti: Apakah pelayanan informasi publik khusunya di Wonogiri ini 
sudah maksimal? 
Informan: Kalau mencapai kata maksimal memang masih relatif ya, maksimal 
itu dalam arti kepuasan pelayanan saya kira masih jauh karena 
terkendala macam-macam. Termasuk dari SDM, sarana dan 
prasarana, kemudian sisi anggaran. Tapi dari komitmen Bagian 
Humas memang berupaya agar masyarakat yang meminta 
informasi, dokumentasi dilayani dengan baik, saya kira itu.  
Peneliti: Pelayanan informasi publik disini stabil, menurun atau meningkat 
Pak? 
Informan: Saya kira meningkat, karena keluaran yang sudah dilakukan media 
website juga sudah ada kemudian buku-buku kita juga punya di 
bagian Humas, sosialisasi juga ada melalui brosur, majalah, 
kemudian kerja sama dengan media, biarpun secara informal kita 
juga medsos juga ada, baik itu yang Bagian Humas maupun yang 
informal masing-masing staf tapi memang memiliki tugas secara 
mendukung. 
Peneliti: Lalu bagaimana pengelolaan website di Humas Setda ? 
Informan: Kalau website Pak Mawan yang mengelola sementara diolah 
beliau. Terus kalau dari sisi besarnya anggaran ada nanti saya WA. 
Kemudian kalau secara keseluruhan memang website humas itu sub 
domain dari websitenya wonogirikab.go.id jadi kita Cuma sub 
domain aja. Termasuk semua SKPD juga punya web.  
Peneliti: Misalnya pembuatan press release itu bekerja sama dengan 
wartawan atau tidak? 
Informan: Bukan bekerja sama, jadi fungsi humas itu sebagai corong, sebagai 
juru bicaranya Pak Bupati, jadi setiap kegiatan Bupati kita buat 
release, dan setiap release itu nanti kita share ke rekan-rekan 
media, yang kedua itu memang untuk konsumsi website humas.  
  
 
Peneliti: Apakah fasilitas sudah mendungkung? 
Informan: Sebenarnya fasilitas itu ada, kalau maksimal atau enggak memang 
dari sisi SDM sebenarnya kan kurang, harus ada tim liputan 
publikasi dan dokumentasi, sementara kalau peralatan saya kira 
sudah memadai. Kalau rilis itu tinggal kamera sama komputer itu 
sudah bisa, sekarang pake smartphone itu sudah bisa. 
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LAMPIRAN 4 
SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
  
 
LAMPIRAN 5 
DOKUMENTASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kantor Bagian Humas  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas Perpustakaan PETRUK Bagian Humas SETDA Kabupaten Wonogiri 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penghargaan yang diraih oleh Bagian Humas SETDA Kabupaten Wonogiri 
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Fasilitas Mobil Publikasi Keliling Bagian Humas Pemkab Wonogiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas untuk dokumentasi : Data Dokumentasi Digital, Drone, Video Shooting, 
handy cam, Camera. 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi sedang menjalankan drone 
untuk dokumentasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubungan Eksternal sekaligus media publikasi Bagian Humas SETDA Kabupaten 
Wonogiri melalui Spanduk. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan publikasi melalui Radio Interaktif bersama Bupati Wonogiri (Hubungan 
eksternal) 
 
 
 
Print Screen Twitter Humas WonogiriKab @humas_wonogiri 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Ruang Press 
Room 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bagian Humas SETDA Kabupaten Wonogiri di ruang kerja saat 
wawancara. 
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